BAB I
BATALNYA KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA NOTARIS
DAN AKIBAT HUKUM DIBATALKANNYA
AKTA PENGIKATAN JAMINAN

A. JABATAN NOTARIS

1. Perkembangan Lembaga Notarisdi Indonesia

Notariat atau Lembaga Notaris masuk pada permalbad ke 17 untuk
memenuhi kebutuhan atas keberad&@neenigde Oost Ind. Compangnie
(VOC) di Indonesia sebagai Negara jajahan negeri Bel&etika itu. Jan
Pieterszoon Coen sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (161729)16
berkedudukan di Jakarta yang ketika itu bernalaearta dan kemudian
berubah menjadi Batavia. Untuk keperluan para pat@glan penduduk
lainnya ketika itu, dianggap perlu untuk mengangiedrang Notaris. Untuk
itu, pada tanggal 27 Agustus 1620 Melchior Kerchpepmbat Sekretaris
College van Schepenen (Urusan Perkapalan Kota) ditunjuk untuk memegang

jabatan rangkap sebagai Notaris pertama di Indai&si

Pada tahun 1625, jabatan Notaris dipisahkan jdbatan Sekretaris
College van Schepenen melalui Intruksi untuk para Notaridntruksi tersebut
terdiri dari 10 (sepuluh) pasal yang isinya antiim berupa ketetapan
tentang kewajiban Notaris untuk merahasiakan segaauatu yang
dipercayakan kepadanya dan tidak diperbolehkan erahian salinan dari

akta-akta kepada pihak lain yang tidak berkepeatiriy

Dapat dikatakan, sejarah peraturan perundang-uadaysng mengatur
jabatan Notaris di Indonesia yang cukup kompreliatisiulai dengan Stb.
No. 11-1822, 7 Maret 1822nstructie voor de Notarissen Residerende in
Nederlands Indie. Intruksi tersebut mengatur secara hukum batas-lutas
wewenang Notaris serta menegaskan tentang tugasvelaenang Notaris

13 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris,Ze Jakarta: Erlangga, 1991.
h. 15.

14 R. Soegondi Notodisoerjdjukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Jakarta:
Rajaali, 1982. H.23.
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yaitu untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrakgan maksud untuk
memberikan kekuatan dan pengesahan akta dan kowémads dibuatnya,
menetapkan hari dan  menetapkan tanggalnya, meagimgsli atau
minutanya, mengeluarkan grossenya serta membesiiamannya yang sah
dan benar. Perkembangan peraturan perundang-umdgalgatan Notaris
pada masa penjajahan Belanda mencatat terjadinygepg@urnaan dengan
terbitnya Stb. No. 3-186&Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands
Indie, 1 Juli 1980"°

Pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, 17 Agutbspéeraturan
perundang-undangan tentang Jabatan Notaris tetapbenkukan Stb.
N0.3-1860 tersebut di atas berlandaskan pada ketenPasal Il Aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kmibu‘Segala
peraturan perundang-undangan yang ada masih tetégkil selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar Ré&glement tersebut
di atas kemudian disebut Peraturan Jabatan N¢Eris).

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notdakukan oleh
Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pembrifgun 1948 Nomor
60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan RelerSusunan, Pimpinan
dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman.

Notaris yang masih berada di Indonesia sampai demngiaun 1954
merupakan Notaris (berkewarganegaraan Belanda) ydiaggkat oleh
Gubernur JenderalGpuverneur Generaal) berdasarkan Pasal Reglement
op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stb. 1860:3).

Penyerahan Kedaulatan dari Pemerintah Belanda &epsepublik
Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesieulali Irian Barat (Papua
sekarang), adanya penyerahan kedaulatan tersebothbamva akibat kepada
status Notaris yang berkewarganegaraan Belanda gdagdi Indonesia,

harus meninggalkan jabatannya. Untuk mengisi kakgeo tersebut sesuai

15 G.H.S. Lumban Tobingp. cit. h.20.
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dengan kewenangan yang ada pada Menteri KehakirepnbRk Indonesia
Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 195#4etajgkan dan
mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugdsatdan Notaris dan
menerima protokol yang berasal dari Notaris yangkdwarganegaraan

Belanda.

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Insiane
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954ngntVakil Notaris
dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) Ugderdang tersebut,
menegaskan bahwa dalam hal Notaris tidak ada, Mekéhakiman dapat
menunjuk seorang Yyang diwajibkan menjalankan pa&arpekerjaan
Notaris™®.

Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti lrsdalam pasal ini
disebut sebagai Wakil Notaris Sementara (Pasalraf lthUndang-Undang
Nomor 33 Tahun 1954), sedangkan yang disebut Sadalah mereka yang
diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayaRddlement op Het Notaris
Ambt in Nederlands Indie (Stb. 1860:3) — (Pasal 1 huruf a Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 1954). Undang-Undang Nomor 33 Tahdb4 juga
sekaligus menegaskan berlakunireglement op Het Notaris Ambt in
Nederlands Indie (Stb. 1860:3) sebagai Reglement tentang Jabattarislali
Indonesia (Pasal 1 huruf a) untuk Notaris Indonksigentuan pengangkatan
Notaris oleh Gubernur Jende(@overneur Generaal), oleh Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 1954 telah dicabut, yaitu terselaldrd Pasal 2 ayat 3, dan
juga mencabut pasal 62, 62a, dan R&jlement op Het Notaris Ambt in
Nederlands Indie (Stb. 1860:3)*’

Dari kilasan sejarah peraturan perundang-undangetarid di atas
dapat diketahui bahwa selama hampir 59 tahun surhb&um utama
kenotariatan di Indonesia yang telah merdeka ad&lahaturan Jabatan
Notaris sebagai produk Hindia Belanda yaitu Stb. Blarahun 1860 yang

1 Habib Adjie,op.cit. h 2-3.
| bid.
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diberlakukan dan diubah berdasarkan UU No. 33 imah854 sampai
terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tent?ebatan Notaris
(UUJN) 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUJN telah mencdan menyatakan
tidak berlaku lag?

1) Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stb. 1860:3)

sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaragarde 1954

Nomor 101.

2) Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahunm 1954

4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentangbBhan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peraditanm

5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949, tentamgp&h/Janji

Jabatan Notaris.

Penjelasan Umum UUJN menyatakan bahwa UUJN merapaka
pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyalatam satu undang-
undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sghidgpat tercipta suatu
unifikasi hukum yang berlaku untuk semua pendudulseduruh wilayah
Negara Republik Indonestd. Dengan demikian UUJN merupakan satu-
satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Naliatisdonesia sejak
diberlakukannya 6 Oktober 2004.

2. Aspek YuridisJabatan Notaris

Jabatan Notaris diperlukan dan dikehendaki kelaarmamya oleh aturan
hukum dengan maksud untuk membantu dan melayaniyaresat yang
membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat atenmtengenai keadaan peristiwva

atau perbuatan hukum

8 )ndonesia, UU N0.30 Tahun 2004. Ps. 91

9 bid.Penjelasan Umum, alinea ke-7.

Universitas Indonesia

Kekuatan eksekutorial..., Indri Sukma Gimanti, FH Ul, 2010.



12

Dengan demikian Notaris merupakan suatu JabatarikPoi@mpunyai
karakteristik, yaitt°

a. Notarissebagai Pgabat Umum

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatlotaris,
artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk ngidadang yang
mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Notaris gagbaenjabat umum
ditegaskan dalam Pasal 1 UUJN yang berbunyi; “fotadalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta otentikkdarenangan lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini. (0l30NTh.2004°en.)

.Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yangakeip oleh Negara.
Menempatkan Notaris sebagai. merupakan suatu bipgekerjaan atau tugas
yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk kepertlan fungsi tertentu
(kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinan@ungebagai suatu
lingkungan pekerjaan tetap. Kehadiran Notaris makapbeleidsregel dari
Negara melalui UUJN atau Notaris sengaja diciptalkéeggara sebagai
implementasi dari Negara dalam memberikan pelayakepada rakyat,
khususnya dalam pembuatan alat bukti yang oteatik yliakui oleh Negafa

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu;

Setiap wewenag yang diberikan kepada jabatan thlarsdasi aturan
hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat bedafan baik dan tidak
bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Derganikian jika
seseorang pejabat termasuk Notaris melakukan stiatlakan di luar
wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikahagai perbuatan
melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkémdRasal 15 ayat
(1), (2), dan (3) UUJN.

2 Habib Adjie,op.cit. h. 32
#bid. h. 33-34.
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Pasal 15 ayat (1) UUJN sebagaimana telah dikutiia feb terdahulu
menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat aktloreengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dihamusideh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki chely yerkepentingan
untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjakepastian tanggalnya,
menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan di@pak akta, semuanya
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga dskega atau dikecualikan

kepada pejabat atau orang lain oleh undang-undang.

Notaris adalah penjabat umum yang berwenang untekbuat akta
otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentaktdikhususkan bagi pejabat
umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang hateb peraturan
perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepadtetertiban, dan
perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oléauadi hadapan Notaris,
bukan saja karena diharuskan oleh peraturan pemgragiadangan, tetapi juga
karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingammk memastikan hak
dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertttsm perlindungan hukum
bagi pihak vyang berkepentingan sekaligus, bagi arakat secara

keseluruhari?

Namun demikian, Notaris bukan satu-satunya penjaipatim yang
memiliki wewenang untuk membuat akta otentik karesrdapat akta otentik
lain yang kewenangannya dimiliki oleh penjabat umiam Disisi lain,
terdapat beberapa akta otentik yang merupakan mawgeNotaris dan juga

menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

1) Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 KUH#&%=il

2) Akta Berita Acara tentang kelalaian pejabat penympipotik (Pasal
1227 KUHPerdata);

3) Akta Berita acara tentang penawaran pembayaran danaonsinyasi
(Pasal 1405 dan 1405 KUHPerdata);

22 Indonesia, UU No0.30 Tahun 200enjelasan Umum, ainea ke-4.
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4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUldbg)yy

5) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)asglP15
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), dan

6) Akta risalah lelant}

UUJN memberi kewenangan kewenangan lain kepadariblota
selain kewenangan di atas sebagaimana diatur daksal 15 ayat (2)
UUJN. Bunyi pasal tersebut selengakapnya sebagéaube

Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tamigen
menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tamgagan
mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-sdi
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khususembuat
kopi dari asli surat-surat di bawah tangan beruglnan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkéamdsurat
yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan keaodotakopi
dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hudehlmbungan
dengan pembuatan akta; e. membuat akta yang lserkaéngan
pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.
Selain itu, kewenangan dapat diperluas apabilarldiggn dan untuk itu
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang t dapemberikan

kewenangan tertentu kepada Notafis.

c. Notarisdiangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Pasal 2 UUJN mengatur bahwa Notaris diangkat daerkientikan
oleh Menteri. Yang dimaksud dengan Menteri dalamJNW@dalah menteri
yang membidangi kenotariatan sebagaimana dijelasleinPasal 1 angka
14 UUJN. Menteri yang berwenang untuk itu saat adalah Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Meskipun secara administratif Notaris diangkat dhberhentikan
oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi sdbwsi (bawahan) dari

yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikianarldot dapat

% Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan NR.336/KMK,01/2000
tanggal 18 Agustus 2000. Ps 7 ayat (3).

#* Indonesia, UU No0.30 Tahun 2003pcit. Ps.15 ayat (3).
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menjalankan tugas jabatannya sehingga memilikiktaristik bersifat mandiri
(autonomous), tidak memihak siapapuningpartial) dan tidak tergantung
kepada siapapunindependen), yang berarti dalam menjalankan tugas
jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yanggaagkatnya atau oleh

pihak lain?®
d. Notarisbukan pegawai negeri.

Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan olehmgrntah
melalui Menteri tetapi status notaris bukan sebaggawai negeri. Oleh
karena itu, tidak diberlakukan kepadanya undardpog tentang pokok-
pokok kepegawaian yang mengatur tentang ketenta&ndan kewajiban
pegawai negeri. Karena itiNotaris tidak menerima gaji dan pensiun dari
pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium masyarakat yang telah
dilayaninya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UdaN jasa hukum
kenotariatan secara cuma-cuma untuk mereka yaak) tichmpu seperti diatur
dalam Pasal 37 UUJN.

e. Notarismemiliki tempat kedudukan pada satu kantor tetap.

Pasal 19 UUJN mewajibkan bahwa notaris hanya niensiatu
kantor yaitu di tempat kedudukannya. Notaris tidakwenang untuk secara
reguler menjalankan jabatan di luar tempat kedudiojka. Dengan hanya
memiliki satu kantor, berarti notaris dilarang uatmempunyai kantor
cabang, perwakilan atau bentuk kantor lainnya. ARktdaris sedapat-
dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuatukirpembuatan akta
tertentu seperti misalnya; akta wasiat, berita aagenarikan undian, akta

protes tidak mau membayar, atau akta-akta yangldiledeh banyak pihak.
f. Notarisdibatas oleh wilayah kerja yang ditetapkan

Pasal 18 UUJN menetapkan bahwa tempat kedudud&amis di
daerah kabupaten atau kota yang ditetapkan dan umgm@mpwilayah jabatan

% Habib Adjie,op.cit. h. 36
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meliputi  seluruh wilayah provinsi tempat kedudukgn Dalam

menjalankan tugas jabatannya notaris tidak dipenklkesin melampaui
daerah jabatan yang ditetapkan. Kekecualian hanpangkinkan apabila
dalam menjalankan tugasnya notaris harus memereitbntian—ketentuan
pada pasal 992 dan 937 KUHPerdata yaitu membulat stasiat rahasia
atau surat wasiat olografis tertutup oleh Balaitedd&eninggalan.

g. Notarismenyimpan dan merahasiakan semua akta-aktanya.

Masyarakat harus meyakini bahwa setiap akta yambgadtioleh
notaris dijamin oleh undang-undang akan tersinggngan baik dan dijaga
kerahasiannya. Tentang jaminan kerahasiaan daaradta yang dibuat
notaris menjadi bagian dari naskah sumpah jabatéaria dalam pasal 4
UUJN; “Saya bersumpah (berjanji) ............ bahwa saykana
merahasiakan isi akta dan keterangan yang dipemdédim pelaksanaan
jabatan saya®®

h. Notaristidak berpihak.

Sebagai pejabat umum yang harus mendapat kepencayagaris
harus menghindari keberpihakan terhadap salah galak ketika
membuatkan akta bagi para penghadap yang terdiridda pihak atau
lebih.

Mengingat bahwa manusia, termasuk para notarigraetaluriah
akan memiliki kecenderungan untuk berpihak terhaol@mg-orang yang
sangat dekat dengannya, maka UUJN melarang, mikapadlirinya
sendiri, isteri, keluarga sedarah dan semenda dagans lurus tanpa
pembatasan derajat dan garis kesamping sampaalelegajat ketiga, baik
secara pribadi maupun melalui kuasa untuk menjddikpatau para pihak

dalam pembuatan akta, dengan beberapa kekecuarendianggap tidak

% |ndonesia, UU No.30 Tahun 2003p.cit. Ps. 4 ayat (2) alinea 5.
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mengandung kecenderungan keberpihakan. Dengan tkaterkhusus,

larangan sedemikian berlaku juga untuk menjadiigss pihak.

Karakteristik jabatan Notaris di atas tidak mergkén
keseluruhannya, akan tetapi hal-hal tersebut ab &tirus diketahui oleh
masyarakat terutama masyarakat awam agar dapat edakdn dengan
benar antara Notaris sebagai pejabat umum dengabgpeimum lainnya

terutama pejabat pemerintah.
B. AKTA NOTARIS
1. Alat Bukti Tulisan

Dalam praktek dikenal macam-macam surat yang dalakam acara
perdata di dibagi dalam 3 kelompok, dengan perkatam hukum acara
perdata mengenal 3 macam surat y%ﬁtu:

a. Surat biasa
b. Akta di bawah tangan, dan
c. Akta otentik.

Perbedaan dari ketiga macam surat tersebut akganteng dalam
kelompok mana suatu tulisan termasuk tergantungodaa pembuatannya.
Surat biasa dibuat tidak dengan maksud untuk digedalat bukti. Apabila
kemudian surat biasa itu dijadikan alat bukti, tal merupakan suatu
kebetulan saja karena diperlukan untuk membuktddanya suatu peristiwa

tertentu?®

Berbeda dengan surat biasa, akta dibuat dengaajsamnguk dijadikan
alat bukti. Walaupun suatu akta yang sengaja dilnedim tentu akan

dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan aleaapi suatu akta

27 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarwin&takum Acara Perdata: dalam
Teori dan Praktek Cet. X( Bandung, Mandar Maju), 2005. h. 64.

%8 bid.
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merupakan bukti suatu peristiwva hukum telah dilakuklan akta itu adalah
buktinya. Akta di bawah tangan dan akta otentiludtisecara berlainan.

2. Aktaotentik dan akta dibawah tangan.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulishsan otentik
maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan sebaga dimuat dalam
Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi;.”"Pembuktiamgde tulisan
dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun gaen tulisan-tulisan
dibawah tangan.

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dilolesigan tujuan
untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam keaatada tulisan yang
dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, dapat dipergunakan sebagai
alat bukti. Jika hal seperti itu terjadi, agar npemmyai nilai pembuktian,
tulisan harus dikaitkan atau didukung dengan alaktibyang Ilainnya.
Perbedaan yang penting antara kedua jenis aktebteérsyaitu dalam nilai

pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian ysargpurna.

Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun aktantdteharus
memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjamgraagarkan Pasal 1320
KUHPedata dan secara materil mengikat para pihag yaembuatnya (Pasal
1338 KUHPerdata) sebagai suatu perjanjian yangshdiiepati oleh para

pihak (pacta sunt servanda).*

Pasal 165 H.I.LR. memuat suatu definisi apa yangakisod dengan

akta otentik, yang berbunyi sebagai berikut:

Akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh ataunadiapan
pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mekeurjuobikti
yang cukup kedua belah pihak dan ahli warisnyaasskalian orang
yang mendapat hak daripadanya, yaitu tentang selgala yang
tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan $efapi yang

#bid. hal. 65.
% Habib Adjie,op.cit. h.49.
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tersebut kemudian itu hanya sekedar yang dibek&hitu langsung

berhubungan dengan pokok dalam akt&'itu

Dari rumusan di atas menunjukkan bahwa akta iGteatta yang
dibuat oleh dan ada yang dibuat dihadapan pegamam yang berkuasa
membuatnya. Akta otentik yang dibuat “oleh”, misanadalah surat
panggilan juru sita, surat keputusan hakim, sedamglkta perkawinan dibuat
di hadapan pegawai pencatat nikah dan surat pamadjbuat dihadapan
Notaris. Pegawai umum yang dimaksud disini adalataiis, hakim, juru sita,
pegawai catatan sipil dan sebagainya. Akta yaraktdibuat secara demikian
adalah akta di bawah tangan, misalnya surat pajahutang piutang, surat
perjanjian sewa menyewa, kwitansi dan sebagaingag ydibuat oleh yang
bersangkutan sendif.

Dari Pasal 165 H.I.R. di atas dapat dipahami [@alakta otentik
merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah piteakahli warisnya serta
orang-orang yang mendapat hak daripadanya, teragagyang tersebut
didalamnya perihal pokok soal, dan juga tentangyapa disebutkan sebagai
pemberitahuan belaka, apabila hal yang disebut B&muini mempunyai
hubungan langsung dengan pokok soal tersebut.

Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu beraghwa dengan
adanya akta kelahiran anak, misalnya, sudah tareeara sempurna tentang
kelahiran anak tersebut, dan untuk hal itu tidadrlyp penambahan
pembuktian lagi. Bukti yang cukup ini, juga disebukti sempurna. Kekuatan
pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi aktseieut oleh hakim dianggap
benar, kecuali apabila diajukan bukti sebaliknyal mana berarti bahwa
hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalana #tsebut, dengan
perkataan lain yang termuat dalam akta itu harasgtjap benar, selama tidak

dibuktikan adanya ketidakbenaran yang dapat dikaktoleh hakim.

31 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarwinggait., h. 65.
32 i
Ibid.
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Kesimpulan lain dari bunyi Pasal 165 HIR adalahhvie kekuatan
bukti yang sempurna masih dapat digugurkan dengarbpktian sebaliknya.
Misalnya apabila dalam suatu akta Notaris, yaittapainuta yang disimpan
oleh Notaris, terdapat tandatangan palsu dan kegals&andatangan tersebut

dapat dibuktikan, maka gugurlah kekuatan bukti &ldtaris tersebut.

Mengenai perbedaan antara akta otentik dibandingleargan akta

dibawah tangan Rai Wijaya merumuskannya sebagiiipe’

a. Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan gitemntukan oleh
undang-undang sedangkan akta di bawah tangan tididat bentuk
formal.

b. Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum Yyeemngenang
sedangkan akta di bawah tangan dapat dibuat bé&tasetiap subjek
hukum yang berkepentingan.

c. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, t@aitmengenai
waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penamdga, tempat
pembuatan dan dasar hukumnya sedangkan akta dihbtamgan
hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurka fidak ada
sangkalan terhadap tanda tangan yang diterakan.

d. Kalau kebenarannya dibantah, si penyangkal harusbmuktikan
ketidakbenarannya sedangkan akta di bawah tangarus ha

membuktikan kebenarannya melalui pengakuan dangatksi-saksi.

Habib Adjie melihat perbedaan antara akta otergikgan akta dibawah
tangan dari segi bentuk dan kekuatan pembuktiaryaya:

a. Dari bentuknya, akta otentik dibuat dalam bentakg/sudah ditentukan
oleh undang-undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadaegbat-pejabat
(pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempatada akta
tersebut dibuat sedangkan akta di bawah tangak ditd@at berdasarkan
ketentuan dan prosedur tersebut.

¥ Rai Wijaya,Merancang Suatu Kontrak. Jakarta : Kanisius, 2003. h. 17-18
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b. Akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurnaselkgurnaan
akta Notaris sebagai alat bukti, maka akta tersdlawtis dilihat apa
adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan laelain yang tertulis dalam
akta tersebut sedangkan akta di bawah tangan nm@mipkekuatan
pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya ataak tiada
penyangkalan dari salah satu pihak. Jika ada ssdéin pihak tidak
mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepadak pijang
menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangleéa bukti tersebut

diserahkan kepada hakim.

Karena Akta Notaris adalah akta otentik, maka dktsebut harus
dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau dit&&n lain. Selain yang tertulis
dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempugsiauatan pembuktian
sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adgapgkalan dari salah
satu pihak. Jika para pihak mengakuinya maka ak@eéh tangan tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaiakta otentfk
Namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuirbghan pembuktian
diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta t#rsdm penilaian atau
penyangkalan bukti tersebut diserahkan kepada h&kim

3. Syarat Keotentikan Akta Notaris

Mencemati ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dapahpulkan bahwa
salah satu kewenangan Notaris adalah membuat ekt@masumum, dengan

batasan-batasan sebagai berikut:

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditedapoleh undang-
undang.
b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenanghuat akta

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian ddetadpan yang

3 KUHPerdatapp.cit. Ps. 1875.
% |bid. Ps. 1876, 1877 dan 1878.
% Habib Adjie,op.cit. h. 56.,
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diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki olgng
bersangkutan.

c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukumkuepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yamgdpentingan

d. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dithalt,ni sesuai
dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris

e. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Nstdrarus
menjamin kepastian waktu menghadap para penghauateptgrcantum

dalam akta.

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berteklan sebagai
akta otentik menurut bentuk dan tata cara yangagikan dalam Pasal 1
angka 7 UUJN yaitu; "akta yang dibuat oleh atabhatiapan Notaris menurut
bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undamgaty ini
(UUJINPen.)* yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleliany-
undang dan dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Irawan Soerodjo berpendapat bahwa ada 3 (tiga)ruesenselia agar
terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik,uyaft
1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum;
3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Uyang berwenang
untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber hukum i@enakta
Notaris juga merupakan dasar legalitas akta Notaléhgan syarat-syarat
sebagai berikut’

1) Akta itu harus dibuat oleld@or) atau dihadapartegh overstaan) seorang
Pejabat Umum.

2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentuékst undang-undang

37 Indonesia, UU N0.30 Tahun 200@p.cit. Ps. 1 angka 7.

% Jrawan SoerodjoKepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arkola,
2003. h. 148

39 KUH Perdatagpp.cit. Ps. 1868.
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3) Pejabat Umum oleh atau di hadapan siapa akta itwatli harus

mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan ketentuan, Habib Adjie menguraikan aty@rarat
keontentikan Akta Notaris seperti berikut ini. :

a. Akta yang dibuat olehdbor) atau dihadapantgn overstaan) seorang

Pejabat Umum.

Pasal 38 UUJN yang mengatur mengenai Sifat danuRefkta tidak
menentukan mengenai Sifat Akta. Akta yang dibudeh gdoor) notaris
dalam praktik Notaris disebut AkRRelaas atau Akta Berita Acara yang berisi
berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikaotaNs sendiri atas
permitaan para pihak, agar tindakan atau perbysiempihak yang dilakukan
dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta ydigiat di hadaparten
overstaan) Notaris, dalam praktik Notaris disebut Akta Pihalang berisi
uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yigyikan atau yang
diberitakan di hadapan Notaris. Para pihak berkearg agar uraian atau
keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notar

Pembuatan Akta Notaris baik Akfaelaas maupun akta pihak, yang
menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatanNddaris, yaitu harus ada
keinginan atau kehendaki{svorminh) dan permintaan dari para pihak, jika
keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, nmidé&taris tidak akan
membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keamgithan permintaan
para pihak, Notaris dapat memberikan saran derejap berpijak pada aturan
hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihddn dituangkan dalam
akta Notaris, meskipun demikian hal tersebut tet@pupakan keinginan dan
permintaan para pihak, bukan saran atau pendaptridlatau isi akta

merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatarimtkan Notaris*®

b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan algtang-undang.

%0 G.H.S. Lumban Tobingp.cit. h. 51.
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Sebelum diberlakukannya UUJN dan kepada Notaris ihmas
diberlakukan PJN, masih diragukan apakah akta ydihgat telah sesuai
dengan undang-undafty. UUJN mengatur bentuk akta yang dimuat dalam

pasal 38 secara terperinci.

Awal akta atau kepala akta, badan akta serta akhir penutup akta.
Kepala akta memuat judul akta, nomor akta, wakimlpetan serta nama
dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memunaa an data lengkap
para penghadap dan/atu orang mewakilinya, ketenamggngenai kedudukan
bertindak masing-masing penghadap, isi akta yangmpakan kehendak dari
yang berkepentingan serta nama lengkap dan dagkdpntiap-tiap saksi
pengenal. Di bagian penutup akta berupa uraiaatgnpembacaan akta dan
hal-hal yang dilakukan Notaris yang ada hubungandgagan proses
pembuatan akta itu sesuai dengan kewajiban Natagisurut pasal 16 ayat
(1) UUIN?

Walaupun Pasal 1868 KUHPerdata hanya menyebutiklwd salah
satu syarat keotentikan, akta harus dibuat dalamukeyang sesuai dengan
undang-undang akan tetapi hal itu harus ditafsiti@mva akta Notaris harus
dibuat sesuai dengan bentuk dan tatacara yangisdsungan ketentuan
UUJN. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan adargtankuan-ketentuan
Pasal 1 angka 7 UUJN yang menetapkan bahwa aktaril@dalah akta
otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notarisung bentuk dan tatacara
yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Betdokatacara pembuatan
akta Notaris tersebut dimuat dalam Bab VII Bagrartama UUJN tentang
Bentuk dan Sifat Akta yang meliputi Pasal-pasas&®pai dengan 53.

Seperti telah di uraikan di atas bahwa Pasal 38 NJbhkrupakan
ketentuan pokok tentang bentuk akta. Adapun P&abBpai dengan Pasal
53 merupakan ketentuan yang terkait dengan prasabymtan akta.

“1 Habib Adjie. @.cit. h. 65.
“2 Indonesia, UU No0.30 Tahun 200@p.cit. Ps. 38
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Pasal-pasal 39 — 53 UUJN tersebut di atas menpattnal sebagai

berikut®®

1)

2)

Tentang Penghadap (Pasal 39 UUJN)

a) Penghadap harus memenuhi syarat paling sedikitrher@8 (delapan
belas) tahun atau telah menikah, dan cakap medakylerbuatan
hukum

b) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau dipelk@m&epadanya
oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumungpaedikit 18
(delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakealakukan
perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (duajhmetap lainnya.

c) Pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas dilam a

Syarat membacakan akta dan tentang saksi-saksil @as/UJIN)

Syarat untuk membacakan akta dan tentang saksidsstienituannya
adalah sebagai berikfit:

a) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadimgaedikit 2 (dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangsmemiukan lain.

b) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiigaedikit 2 (dua)
orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangaremukan lain.
Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun &tah menikah,
dan cakap melakukan perbuatan hukum.

c) Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.

d) dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan teRpunyai
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam lgauis ke atas
atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan gasenkging sampai
dengan derajat ketiga dengan Notaris atau par&.piha

e) Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenakepada Notaris
atau diterangkan tentang identitas dan kewenangakeyada Notaris

oleh penghadap.

“3|bid. ps. 39-53.
4 |bid. Ps. 40
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f) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas deenkegan saksi
dinyatakan secara tegas dalam akta.

Tidak dipenuhinya ketentuan tentang penghadap, aeaan akta dan

saksi-saksi tersebut di atas mengakibatkan aktgahemempunyai kekuatan

pembuktian di bawah tangan.

3) Penulisan Akta (Pasal 42 UUJN).

4)

Ketentuan penulisan (pengetikan) akta adalah sebaghut®*®

a) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungatu sama lain
yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakagkatan.

b) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengas gelbelum akta
ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetalardabentuk formulir
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atawafunyh sesuatu
yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, butam tahun
dinyatakan dengan huruf dan harus didahului deagaka.

Ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi skuatsa yang

belum menyebutkan nama penerima ku4sa.

Penggunaan bahasa dalam akta (Pasal 43 UUJN).

Bahasa yang dipergunakan dalam akta diatur mekatenhtuan-ketentuan

sebagai berikuf®

a) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.

b)  Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yangaigun dalam
akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskamkta itu

dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

5 1bid. Ps. 41.

“|bid. Ps. 42 ayat (1), (2) dan 3.

“"Ibid. Ps. 42 ayat (4).

“8|bid. Ps. 42 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).
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Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau et@skannya,
akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan olelasg penerjemah

resmi.

d) Akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipah#ehi Motaris dan

saksi apabila pihak yang berkepentingan menghensianjang

undang-undang tidak menentukan lain.

e) Dalam hal akta dibuat dengan bahasa lain, Notaregibw

5 Pe
45

a)

b)

f)

menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia.

mbacaan, penandatanganan, penerjemahan dalagmmj@asal 44 dan
UUJN)

Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut dttarghni oleh setiap
penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabilgpadghadap yang tidak
dapat membubuhkan tandatangan dengan menyebutlesanala

dinyatakan secara tegas dalam akta.

Akta ditandatangani oleh penghadap, Notaris, sakan penerjemah
resmi.
Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan p&rayahan

dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Dalam hal penghadap mempunyai kepentingan hanya padjian
tertentu dari akta, hanya bagian akta tertentwelensyang dibacakan
kepadanya.

Apabila bagian tertentu diteriemahkan atau dijedaskpenghadap
membubuhkan paraf dan tandatangan pada bagiabuerse
Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan p&arayahan

dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

6) Penolakan tandatangan dan alasannya. (Pasal 48)UUJ

Pengaturan tentang terjadinya penolakan pembubtdratatangan pada

akta adalah sebagai beriKdt:

a)

Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaanbatita acara

mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdagraghadap yang

49|

bid Ps. 46 ayat (1) huruf a. dan b. dan (2)
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menolak membubuhkan tanda tangannya atau tidakr healila
penutupan akta, sedangkan penghadap belum menagalaitaakta
tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam déwtaakta tersebut
tetap merupakan akta otentik.

b) Penolakan harus dinyatakan dalam akta dengan meikgéan
alasannya.

7) Tentang Surat Kuasa (Pasal 47 UUJN)

Surat kuasa otentik atau surat lainnya yang memjadar kewenangan
pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk @ligatau surat kuasa di
bawah tangan wajib dilekatkan pada Minuta Akta.aBkuasa otentik yang
dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalamaaRt

Terdapat pengecualian terhadap ketentuan tersebiwt gpabila surat
kuasa telah dilekatkan pada akta yang dibuat dapeat Notaris yang sama
dan hal tersebut dinyatakan dalam akta maka pearedurat kuasa otentik
atau surat kuasa dibawah tangan yang asli tidakatiekewajiban untuk
dilakukar™.

8) Tentang perubahan, penambahan, pencoretan dan fodsmbesi akta.

(Pasal 48, 49 dan 50 UUJN)

Dalam hal isi akta memerlukan perubahan, penambgescoretan atau
pembetulan UUJN mengatur hal itu sebagai berikut:

a) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baikupar penulisan
tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusannuznggantinya
dengan yang lain, Perubahan atas akta berupa pahamb
penggantian, atau pencoretan dalam akta hanyapsdiiiaaperubahan
tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahandih penghadap,

saksi, dan Notari¥

0 |bid. Ps.47 ayat (1) dan (2).
1 |bid. Ps.47 ayat (3).
%2 |bid. Ps.48 ayat (1) dan (2).
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b) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri .akpabila suatu
perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri aktappahan tersebut dibuat
pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menbagian yang
diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahamnb&esan yang
dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah megakan
perubahan tersebut batall.

c) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan Kata,f dan angka ,
hal tesebut dilakukan demikian rupa sehingga tetggat dibaca sesuai
dengan yang tercantum semula, dan jumlah katafhatau angka
yang dicoret dinyatakan pada sisi akta. Pencordiagatakan sah
setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan leinpenghadap, saksi
dan Notaris. Apabila terjadi perubahan lain terlpagarubahan. Jika
terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebelnpgrubahan itu
dilakukan pada sisi akta’

d) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tdas/atau
kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta ydetah
ditandatangani. Pembetulan dilakukan dengan memiberia acara
dan memberikan catatan tentang hal tersebut padatdiAkta asli
dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta beidtia gembetulan
dan wajib disampaikan kepada para pifrak.

Dalam bab VII UUJN Pasal 52 dan 53 memuat ketenteatang
larangan bagi Notaris membuat akta untuk diri seradau orang lain yang
mempunyai hubungan kekeluargaan baik karena penkawimaupun
hubungan darah dalam keturunan Ilurus kebawah atsatak tanpa
pembatasan derajat serta kesamping sampai deedijgé klan menjadi pihak
untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukanumta dengan
perantaraan kuasa. Pengecualian ketentuan tersmiang lain tersebut di

atas dapat menjadi penghadap dalam penjualan da molum, persewaan

53 1bid. Ps. 49.
5 1bid. Ps. 50.
5 1bid. Ps. 51.
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umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnyaatibleh Notaris®
Pelanggaran terhadap larangan tersebut di atad dagpagakibatkan akta
hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan, tanmpangurangi

kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi kepada Motar

c. Pejabat umum oleh — atau di hadapan siapa akta dtbuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaftu:

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangtaiyang harus
dibuatnya.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik g@p@rtidak
dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atataf juga berwenang
membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atejabpt lain,
mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam natmadia
otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkaakplhinnya
mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 UUJN telahemhekan
wewenang Notaris sekaligus merupakan suatu batdsdiwa Notaris
tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar wewgneersebut. Akta
Notaris tidak memuat penetapan atau ketentuan yaagberikan hak
dan/atau keuntungan bagi Notaris serta isteri atzami Notaris yang
bersangkutan, saksi serta isteri atau suaminyaodamg lain yang tidak
boleh dibuatkan aktanya oleh Notatis.

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oram@gg)o untuk

kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai oramagg)o untuk

kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notdapat membuat akta

% |bid. Ps.52 ayat (1) dan (2).

" |bid. Ps.52 ayat (3).

8 G.H.S. Lumban Tobingp.cit. h. 49.
*%|bid. Ps.53.
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untuk setiap orang, tapi agar menjadi netralitagah® dalam pembuatan
akta, ada batasan menurut Pasal 52 UUJN bahwa ifotatak
diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendteri/suami atau
orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaagateNotaris, baik
karena perkawinan maupun hubungan dalam garis uetar lurus
kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan desajet, dalam garis
kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta dignifsak untuk diri

sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dgregantara kuasa.

Mengenai orang dan untuk siapa akta dibuat, hadaskaterkaitan
yang jelas, misalnya jika akan dibuat akta pengikgtial beli yang diikuti
dengan akta kuasa untuk menjual, bahwa pihak yd@mn anenjual
mempunyai wewenang untuk menjualnya kepada siapapimtuk
mengetahui ada keterkaitan semacam itu, sudah atauis akan melihat

(asli surat) dan meminta foto kopi atas identitas bukti kepemilikannya.

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tedlipzna akta itu
dibuat.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tedipaina akta itu
dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menyatakan bahwaarldotharus
berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Settgis sesuai dengan
keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan beskadit daerah
kabupaten atau kota sebagaimana diatur dalam Pasayat (1) UUJN.
Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluwilayah propinsi dari
tempat kedudukannya sebagaimana diatur dalam P&satat (1) UUJN.
Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalamjalankan tugas
jabatannya tidak hanya harus berada ditempat ké&dndya, karena

Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi.

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai wakhlbyestan akta

itu.
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Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harltemd&eadaan
aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau dibatikan sementara
waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit atau bergala sementara untuk
menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak terjadkokengan, maka
Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notarisggganti (Pasal 1
angka 3 UUJN).

Dari syarat-syarat bagi keotentikan Akta Notarissébut di atas,
dapat disimpulkan bahwa karakter Akta Notaris maiipentuknya yang
dibuat sesuai dengan bentuk yang sudah ditentuledmumdang-undang
(UUJN); dibuat karena ada permintaan para pihak lé&an keinginan
Notaris; mempunyai kekuatan pembuktian yang sengpdan siapapun
terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat gitedn lain, selain yang
tercantum dalam akta tersebut. Pembatalan dayaakta Notaris hanya
dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yangama tercantum
dalam akta. Jika ada yang tidak setuju maka pilaag yidak setuju harus
mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar aldag
bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasamsalgstentu yang dapat
dibuktikan. Karakter yuridis akta Notaris yangatdkalah pentingnya
adalah bahwa meskipun dalam akta Notaris tercan@mma Notaris, tapi
dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebaghglpibersama-sama

para pihak atau penghadap yang namanya tercantam dita®

C. KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA NOTARIS
1. Kekuatan pembuktian Akta Notaris

Alasan utama Akta Notaris sebagai akta otentik rtligan oleh
anggota masyarakat yang melakukan perbuatan hukiatahakarena Akta
Notaris kekuatan pembuktiannya yaitu kekuatan péamdiu yang sempurna,

terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, igamg@mn, penandatangan,

0 Habib Adjie. @.cit. h. 71-72.
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tempat pembuatan dan dasar hukumnya sehingga HKethbenarannya
dibantah, si penyangkal harus membuktikan ketida&kznnya.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai tigakukéan
pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, falrlan material. Dalam
hal ini, Habib Adjie menguraikannya sebagai berfRut

a. Kekuatan pembuktian lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Bagi masyarakat pada umumnya, Akta Notaris sudamngdiap
memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentkngan hanya melihat
fisik (lahiriah) akta tersebut. Kekuatan pembuktimiriah akta Notaris
merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk memkaktkeabsahannya
sebagai akta otentikag¢ta publica probant sese ipsa). Jika dilihat dari luar
(lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai deagaman hukum yang sudah
ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka etebut berlaku sebagai
akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinyampai ada yang
membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otessttlara lahiriah. Dalam
hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang meykgarkeotentikan akta
Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notabags akta otentik, yaitu
tandatangan dari Notaris yang bersangkutan, baig ya@la pada Minuta dan

Salinan serta adanya Awal akta (mulai dari judappai dengan akhir akta.

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriakta tersebut harus
dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perliedgntangkan dengan alat
bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwatisukta Notaris tidak
memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersamgiajghb membuktikan

bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan aktailoten

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lal@ki Notaris
sebagai akta otentik, bukan akta otentik, makal@ani pembuktiannya harus

didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris seakigaotentik. Pembuktian

1 Habib Adjie , Sanks Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, SebagaiPejabat
Publik. (Bandung, Replika Aditama, 2009). h.170.
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semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatapekgadilan. Penggugat
harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah @ menjadi objek

gugatan bukan akta Notaris.

b. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesegadian dan
fakta yang disebut dalam akta betul-betul dilakukaleh Notaris atau
diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada wang tercantum
dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudahutitentlalam pembuatan
akta. Secara formal untuk membuktikan kebenararkdpastian tentang hari,
tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, gama pihak yang
menghadap, paraf dan tandatangan para pihak/pemghsaksi dan Notaris,
serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikanemggér oleh Notaris (pada
akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan kef@naatau pernyataan para
pihak/penghadang (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pilméka harus
dibuktikan = formalitas dari akta, vyaitu harus dapahembuktikan
ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, danulp@kaktu) menghadap,
membuktikan  ketidakbenaran mereka yang menghadapmbirktikan
ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dderdjar oleh Notaris. Selain
itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaranya¢aan atau keterangan
para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapamfiégtdan ketidakbenaran
tandatangan para pihak, saksi, dan Notaris ataapganprosedur pembuatan
akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pijakg mempermasalahkan
akta tersebut harus melakukan pembuktian terbaltkkumenyangkal aspek
formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membkadi ketidakbenaran

tersebut, maka akta tersebut harus diterima osglapun.

Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atayaogkalan atas
aspek formal akta Notaris, jika yang bersangkutanasa dirugikan atas akta
yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Pengiagkatau penyangkalan

tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan gegéan umum, dan
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Penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspeklfyang dilanggar

atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutanaliWes, bahwa yang

bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Ngtada hari, tanggal,

bulan, tahun, dan pukul yang tersebut pada Awah,atau merasa tanda
tangan yang ada dalam akta bukan tanda tangankgahal ini terjadi, yang

bersangkutan atau yang penghadap tersebut berhagggogat Notaris, dan

Penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenapmk &srmal tersebut.

c. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat meremtiérhadap
keotentikan Akta Notaris. bahwa apa yang terselalsnd akta merupakan
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang meamdkta atau mereka
yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuddi pembuktian

sebaliknya tegenbewijls).

Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimadand akta
pejabat (atau berita acara), atau keterangan paifsak p yang
diberikan/disampaikan dihadapan Notaris dan pdnakpharus dinilai benar.
Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalara b&tus dinilai telah
benar berkata demikian. Jika ternyata pernyatatardegan para penghadap
tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebujadetanggungjawab para
pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacamDengan demikian isi akta
Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenammgajadi bukti yang
sah untuk /di antara pihak dan para ahli warisageata penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materi dari akta, makeng
bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Ndigagk menerangkan
atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atauppwmk yang telah
benar berkata (dihadapan Notaris menjadi tidak hdémakata, dan harus
dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal &speateriil dari akta

Notaris).
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Hal-hal tersebut diatas merupakan kesempurnaanNaktis sebagai
akta otentik dan siapapun terikat oleh akta ternselika dapat dibuktikan
dalam suatu persidangan, bahwa ada salah satu gepgkidak benar, maka
akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiasapagai akta dibawah
tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuaarbyktian sebagai akta

yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai ak&avdi tangan.

Tentang kekuatan pembuktian akta otentik Rajaydi lebih jauh
menjelaskan bahwa keistimewaan suatu akta otengfupakan suatu bukti
yang sempurngvolledig bewijs-full evident) tentang apa yang dimuat di
dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukaa ed#smi kepada hakim
sebagai bukti, hakim harus menerima dan mengangpapyang tertulis di
dalam akta, merupakan peristiwa yang sungguh-sumdelah terjadi dan
hakim tidak boleh memerintahkan penambahan penduktApa yang
diperjanjikan, dinyatakan di dalam akta itu adal@nar seperti apa yang
diperjanjikan, dinyatakan oleh para pihak sebagagydilihat atau yang
didengar oleh Notaris, terutama benar mengenagtdrakta, tanda tangan di
dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat aktadibuat, merupakan
kekuatan pembuktian formal. Sedangkan kekuatan pkimaln materiil, isi,

atau materi akta adalah benar.
2. Kekuatan Eksekutorial Akta Hipotik

Hutang, kewajiban untuk membayar sejumlah uang, upakan
perikatan perdata dan merupakan bagian dari suafanjan. Dan karena
hutang demikian tidak dapat dilepaskan dari peganjyang merupakan
sumbernya, sudah sewajarnya apabila dalam aktanjiar) hutang piutang
(Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaridymuat seluruh perjanjian
dan syarat-syaratnya atau sekurang-kurangnya dakianitu disebut akta
atau akta-akta dimana perjanjian dan syarat-sydttat diatur untuk

seluruhannya atau untuk sebagian termasuk Aktailkag Jaminan. Akta

%2 Rai Wijaya, Op.Cit. hal. 13
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Notaril terutama akta pengikatan jaminan diperlukbeh kreditor antara lain

karena kekuatan eksekutorial yang melekat di dayamn

Landasan pokok dari kekuatan eksekutorial Grossta Aengakuan
hutang bersumber dari ketentuan dalam Pasal 224, K&éRengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

Surat asli dari surat-surat hipotek dan surat ugeamy diperbuat di hadapan
Notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakkafsan "Atas Nama Sri
Baginda Raja” (diperbaharui dengan "Demi Keadilanddsarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”), diberi kekuatan sama dengan ksautunakim. Hal
menjalankannya jika tidak dengan jalan damai, kertiengan perintah dan
di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yangndalaerahnya orang
yang berutang itu berdiam atau tinggal atau menkiédiamannya, yakni
secara yang dinyatakan dalam pasal-pasal yandaaian ini, akan tetapi
dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya bdetukdin, setelah
diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal memjaa putusan itu harus
berlaku, sama sekali atau sebagiannya, di luarrhydengadilan negeri, yang
ketuanya memerintahkan itu, maka diturut peratpesal 195 ayat kedua dan
berikutnya’®

Atas dasar landasan Pasal 224 HIR maka Akta Hipgaeg dibuat
oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekutoridirgcht executorial). Dari
ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudinasaakta hanya dapat
dinyatakan sebagai akta hipotek apabila salinaa teksebut memenuhi syarat-

syarat untuk memiliki kekuatan eksekutorial.

Kekuatan eksekutorial grosse akta terletak padh-iiedn: "Demi
keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’.| Bksekutorial ini
merupakan salah satu ciri yang membedakan dengdn salinan biasa dari
suatu akta otentik. Yang dimaksud dengan titel lak®eial disini adalah titel
yang membuat suatu akta mempunyai kekuatan eksgkngi sama dengan

putusan pengadilan yang tetap.

% Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR-Reglemen Bumiputera Yang Dibarui) Stb.
1848-16 jo. Stb. 1926-559 jo. 1941-44, dikutip id&BtM.L. Engelbrecht, A.\W. Sythoff's
Uitgeversmaatschaappij, Leiden, 1960 dalam RetrexwS8utantioQp. cit. Lampiran Xll.h. 471.
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Mengenai atau kekuatan eksekusi satu grosse abégaienana diatur
dalam Pasal 224 HIR menurut Tan A Sioe yang dikalgh J. Satrio, grosse
akta Notaris seperti termaksud di atas mempunyga @ksekusi atalracht
executoriale atau dengan perkataan lain, grosse itu dapatglipakan untuk
menjual lelang barang-barang setelah diproses tdhilu melalui Pengadilan
Negeri dengan segala konsekuensinya seperti baddmgasasi.

Ketentuan tersebut terdapat juga dalam Pasal 449dRg menentukan
bahwa grosse akta Notaris yang mengandung kewajifak membayar suatu
jumlah uang, diberi kekuatan yang sama dengan kspnt hakim dengan

bunyi ketentuannya sebagai berikut:

Kepada grosse akta-akta hipotik dan akta Notaaisgymengandung suatu
kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yangatliiudalam wilayah
Indonesia, dan diatas dicantumkan kata-kata (segara’DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’
dan di samping itu kepada keputusan para arbiter ldi-lain surat
perintah pengadilan yang telah dinyataksaecutoir, yang diberikan untuk
hal-hal sebagai yang ditentukan dalam undang-undangdalam bentuk
sebagai yang disebutkan dalam Pasal 435 (Rv.)rikimekekuatan yang
sama sebagai suatu Keputusan Pengadilan ®* dst.

Pasal 439 Rv mengatur ketentuan yang dapat dikataebagai
peraturan pelaksanaan Pasal 440 Rv mengatakan b@bBmgerahan suatu
keputusan pengadilan kepada juru sdeuX waarder), yang pelaksanaannya
kita kehendaki, memberikan kepada pejabat yangabgksitan, atas dasar
keputusan yang bersangkutan, kecuali dalam halesandang untuk itu

disyaratkan adanya suatu kuasa khfrsus

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatagngdaNaja

menyimpulkan bahw4:

6. SatrioHukum Jaminan; Hak-hak Jaminan Kebendaaan. Bandung PT. Citra Aditya
Bakti, 1991 dalam HR. Daeng Nafap. cit. hal. 384.

% |bid.
% H.R. Daeng NajaDp.cit. hal. 385.
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1) Akta hipotik dan akta notarial yang berisi suatwégban membayar
sejumlah uang dapat dibuatkan grosse akta-nya yaampunyai
kekuatan sebagai suatu keputusan pengadilan.

2) Pelaksanaannya cukup dengan menyerahkannya kepadat@.

Ting Swan Tiong yang dikutip oleh Daeng Naja tegtdekuatan
eksekutorial grosse akta hipotek, mengemukakan &ahw

Berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat tlangi-Undang
Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 (yang bedekarang UU
No. 4 Tahun 200#&en.) dan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961, Pasal 224 HHharus dibaca
sebagai berikut: "Kepada sertipikat hipotik dan sg® akta pengakuan
hutang notarial terbuat di Indonesia, yang berkeep@emi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ diberi kekuaama seperti
keputusan pengadilan. Jika tidak dipenuhi secaranaga maka
pelaksanaannya dilanjutkan atas perintah dan dibgewapinan ketua
Pengadilan Negeri®’

Hal mendasar dalam kesimpulan tersebut adalahunBlasal 224 HIR
kepada grosse akta hipotik yang dibuat oleh Notaligeri kekuatan
eksekutorial sama dengan yang diberi kepada keputysengadilan dan
kepada sertipikat hipotik. Hingga dalam hal ini apang berlaku bagi
keputusan pengadilan dan sertipikat hipotilytatis mutandis berlaku juga
bagi grosse akta pengakuan hutang notarial. Dedgamkian, maka grosse
akta pengakuan hutang notarial demikian tidak hamuyzeri kekuatan
eksekutorial jika hanya semata-mata berisi pergakkewajiban untuk
membayar/memenuhi sejumlah uang tertentu, tetaga jonemuat lain-lain

persyaratan, juga yang berbentuk perjanjian

Membahas tentang kekuatan eksekutorial akta hipsseMdah terbitnya
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 berkaitan langsuemgah kekuatan
eksekutorial Hak Tanggungan. Selain ketentuan plmgundangan yang
telah diuraikan diatas, kekuatan eksekutorial fleatiHak Tanggungan yang
salah satu persaratan untuk dapat dikeluarkannstdikee tersebut adalah
adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat hadapan
Notaris/PPAT.

571bid. h. 386
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Hak tanggungan diatur tersendiri dalam Pasal 2Q €@l Undang-
Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atsah beserta
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Halggtaigan), yang
menyebutkan bahwa apabila debitur cidera janji,anak

1) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjojek chak
tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 atau
2) Titel Eksekutorial yang terdapat dalam sertifikadk tanggungan
sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), objekdmggtingan dijual
melalui pelelangan umum menurut tata cara yanghuikan dalam
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan gip@megang hak
tanggungan dengan hak mendahului daripada krekliaatitur
lainnya®®
Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2), sebagaimana yseigutkan pada Pasal 20
ayat (1) diatas, akan lebih memperjelas jika dikeaitdengan Pasal 14 ayat (1)
dan (3). Pasal 6 UU Hak Tanggungan menyatakan bdhAwabila debitur
cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama meyaphak untuk menjual
objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri mgialalangan umum serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjutisebut™®
Sementara itu, Pasal 14 UU Hak Tanggungan selengkaperbunyi
sebagai berikut:

(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kargdamahan
menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengaraturan
perundang-undangan yang berlaku.(2) Sertipikat hakggungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irahdeagan kata-
kata: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. (3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimatimaksud
pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial ysamga dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatkanh tetap dan
berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik $a@pgmengenai hak
atas tana’

% |ndonesia.Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. UU No. 4 Tahun 1996. LN No. 42 Tahun 1996, TLN No.
3632

% 1bid. Ps.6.
0 |bid. Ps.14 ayat (1), (2) dan (3).
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Mengenai kekuatan eksekutorial tersebut kemudigergilas dalam
penjelasan pasal tersebut di atas yang menyatabwab irah-irah yang
dicantumkan pada sertipikat Hak Tanggungan damd&ktentuan pada ayat
ini (Pasal 14 ayat 2) dimaksudkan untuk menegaskdanya kekuatan
eksekutorial pada sertipikat Hak Tanggungan, sejarapabila debitur cidera
janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suattugan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata damadengan menggunakan
lembagaparate executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Pefdata.
Penjelasan tersebut kemudian menunjuk Penjelasanonyangka 9 dan

penjelasan Pasal 26 sebagai penjelasan yang &igkdp.

Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 26 Hakl
Tanggungan yang ditunjuk tersebut menerangkan baahkeh satu ciri Hak
Tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dal@aakganaan
eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupurcasa umum ketentuan
tentang eksekusi telah diatur dalam Hukum Acaradd®ar yang berlaku,
dipandang perlu untuk memasukkan secara khusustiatetentang eksekusi
Hak Tanggungan dalam Undang undang ini, yaitu mengambaga parate
eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 rRaglendonesia yang
Diperbaharui et Herziene Indonesisch Reglement-HIR) dan Pasal 258
Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa danukdadReglement tot
Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).
Sehubungan dengan itu pada sertipikat Hak Tanggungeng berfungsi
sebagai tanda-tanda bukti adanya Hak Tanggungdoubulhkan irah-irah
dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketahariang Maha Esa”,
untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang samagaie putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukurmp. t8tain itu sertipikat
Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai penggasse akta hipotik,
yang untuk eksekusi hipotik atas tanah ditetapkabagai syarat dalam
melaksanakan ketentuan pasal-pasal k&dgbemen diatas. Agar ada kesatuan
pengertian dan kepastian mengenai penggunaan katekétentuan tersebut,

" |bid. Penjelasan Psl. 14 ayat (2) dam (3).
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ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang iahwa selama belum ada
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,tupera mengenai
eksekusi hipotik yang diatur dalam kedreglemen tersebut berlaku terhadap

eksekusi Hak Tanggungdh.

UU Hak Tanggungan memberikan keleluasaan kepadabgréendan
pemegang Hak Tanggungan untuk mencantumkan kl&ieusdul selain apa
yang diwajibkan berdasarkan kesepakatan kedua hmhatk. Klausul yang
dimaksud bersifat fakultatif dan mempunyai pengatethadap keabsahan
Akta Pemberian Hak Tanggungan apakah klausul é&rrang-kurangnya 11
macam janji-janji yang diuraikan dalam Pasal 11t&g@a huruf a sampai
dengan huruf k UU Hak Tanggungan. Salah satu bklaysul yang dianjurkan
tersebut dan merupakan klausul yang dapat mempecrkkaatan eksekutorial
Sertifikat Hak Tanggungan adalah bunyi Pasal 11 @)ahuruf e yaitu; "janji
bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyauriiak menjual
atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apadbigor cidera janji”.

Dimuat atau tidaknya klausul tersebut di atas tida&mpengaruhi
kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggunganekar telah melekat di
dalamnya berlandaskan pada ketentuan Pasal 2@layat Pasal 6 dan Pasal
14 ayat (2) UU Hak Tanggungan. Akan tetapi dimuatklausul dalam Akta
Hak Tanggungan yang menyatakan adanya hak pemédakdranggungan
untuk objek Hak Tanggungan akan semakin meyakirk@danya kekuatan
eksekutorial sertifikat Hak Tanggungan dan AktamPerian Hak
Tanggungan. Klausul tersebut akan menjadi sangdinggjika karena sesuatu
hal terjadi perlawanan dari pemberi Hak Tanggung#su terutama jika
kekuatan eksekutorial dinyatakan batal demi hukemmngga pemegang hak

tanggungan (kreditor) harus melakukan tuntutan lmgteradilan perdata.

2 |bid. Penjelasan Umum, angka 9 dan Penjelasan Ps. 26.
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3. Batalnya Kekuatan Eksekutorial Akta Hipotik

Sebagaimana telah diuraikan di atas, akta Notargyyberisi suatu
kewajiban membayar sejumlah uang dapat dibuatkassgrakta-nya yang
mempunyai kekuatan sebagai suatu keputusan peaga@iengan kata lain,
pada akta Notaris yang berisi suatu kewajiban mgarbaejumlah uang,

melekat kekuatan eksekutorial.

Pasal 1 angka 7 UUJN merumuskan bahwa akta Nadatah akta
otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut dderttan tata cara yang
ditetapkan dalam UUJN. Dengan demikian, dapat gislkan bahwa akta
hipotik yang mempunyai kekuatan eksekutorial adalakta Notrais yang
memenuhi syarat keotentikannya, bukan akta yandgkefan keotentikannya.

Pasal 84 UUJN menentukan bahwa ada 2 (dua) jernatdkukum bagi
keotentikan Akta Notaris, jika Notaris melakukaglgmggaran-pelanggaran
tertentu yang diatur oleh UUJN, vaitt:

1) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktiaragabakta

di bawah tangan, dan

2) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat lanjutan dari hilangnya kekuatan pembuktidan/atau batal
demi hukum adalah adanya alasan bagi pihak yanglenigm kerugian untuk

menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan buregaéta Notaris.

Bunyi selengkapnya Pasal 84 UUJN tersebut di atiadah sebagai
berikut:

Tindakan yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketemsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasahyi®® (1) huruf K,
Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasah&8l, #1 atau Pasal 52
yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai takua
pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau sk&umenjadi batal
demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yangderéa kerugian
untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan Bunga kepeaiaris’*

3 Habib Adjie ,op.cit. h. 94.
" Indonesia, UU No0.30 Tahun 200@p.cit. Ps.84.
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Pasal 84 UUJN tidak menentukan secara tegas id&urhemberikan
batasan tentang pasal-pasal mana yang dapat meatkak suatu akta hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di baamdan dan pasal-

pasal mana yang dapat mengakibatkan akta menjtdideami hukum.

Menurut Habib Adjie, karena dua istilah tersebut mmpanyai
pengertian dan akibat hukum yang berbeda, pertunidikan ketentuan pasal-
pasal mana yang dikategorikan sebagai pelanggaeagad sanksi akta
Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai diki@vah tangan atau
akta menjadi batal demi hukum. Untuk dapat membmdaya, dapat
disimpulkan, bahwa akta Notaris yang mempunyai k&ku akta di bawah
tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasej parsangkutan, dan
yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasallyensgngkutan, termasuk
sebagai akta yang batal demi huKtinketentuan mana yang terkait dengan

masing-masing kategeri tersebut dapat dijelaskpergderikut ini.

a. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan,

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicanammgecara tegas
dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang menkabujika dilanggar
oleh Notaris, sehingga akta Notaris mempunyai keskupembuktian sebagai

akta dibawah tangan, yaité:
1) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN.

Pasal tersebut mewajibkan Notaris untuk membuatadatkta
wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalaktu 5 (lima) hari
pada minggu pertama setiap bulan (termasuk merabakén bilamana
nihil).

> Habib Adjie,op.cit. h.94.
®1bid. Ps. 95-96.
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2) Melanggar ketentuan Pasal 41 UUJN.

Pasal tersebut di atas menunjuk kepada Pasal 39Pdaal 40
UUJN. Pasal 39 yang menetapkan bahwa penghadapgpaédikit
berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap wiedak perbuatan
hukum serta harus dikenal oleh Notaris atau diperkan kepadanya oleh
2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur pakdgkis 18 tahun atau
telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukamdiperkenalkan
oleh 2 (dua) penghadap lainnya. Pasal 40 menjelasihwa setiap akta
harus dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paddjkit 2 (dua) orang
saksi paling sedikit berumur 18 tahun atau telahnikad, cakap
melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yangakagn dalam akta
dan dapat membubuhkan tandatangan dan paraf s#akamempunyai
hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam lgaus keatas atau
kebawah tanpa derajat pembatasan derajat dan lgg@nping sampai

dengan derajat ketiga dengan Notaris atau par&.piha
3) Melanggar ketentuan Pasal 52 UUJN

Pasal tersebut memuat ketentuan tentang laranggaiNbtaris untuk
membuat akta bagi dirinya sendiri, isteri/suamiuataang lain yang
mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notarisk barena
perkawinan maupun hubungan darah dalam garis ketorke bawah
dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, séata daris kesamping
sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi purdakk diri sendiri,
maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan per&otesd?®

b. Akta Notaris menjadi batal demi hukum

Sebagaimana telah diuraikan dimuka, karena PasadU@3dN tidak
memberikan pedoman secara jelas tentang pasal-pesa dalam UUJN

yang apabila dilanggar dapat berakibat hukum bémyma status akta Notaris

" Indonesia. UU No. 30 Tahun 2004.q@t. Ps. 41 jo. Ps. 39 dan 40.
®lbid. Ps. 52.

Universitas Indonesia

Kekuatan eksekutorial..., Indri Sukma Gimanti, FH Ul, 2010.



46

menjadi akta di bawah tangan dan yang berakibatl loi@mi hukum maka

dapat ditafsirkan, ketentuan-ketentuan yang tideslelitkan dengan tegas
bahwa akta Notaris menjadi mempunyai kekuatan p&tidnusebagai akta di

bawah tangan adalah ketentuan yang dapat mendeakibakta Notaris batal

demi hukum. Ketentuan yang ditunjuk oleh Pasal 84JN dan dapat

berakibat akta Notaris batal demi hukum tersebatedd®

1) Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam B@sayat (1)
huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiah adaengirimkan ke
Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari padiaggu pertama
setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamand) nihi

2) Melanggar kewajiban sebagaiman tersebut dalam Pd#salyat (1)
huruf Kk, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yangnmat lambang
Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang gkaimya
dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukannya.

3) Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akta titisdbutkan atau
dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan dita diévacakan
untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indenesiu bahasa
lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penahemesmi,
penjelasan, penandatanganan akta di hadapan pelagahsotaris,
dan penerjemah resmi.

4) Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikaaraf atau
tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh peaghahksi dan
Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupéspantindih,
penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan meimygadengan
yang lain dengan cara penambahan, penggantiapataoretan.

5) Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyabutatas
perubahan akta yang dibuat tidak disisi kiri aka@j untuk perubahan
yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akiagah menunjuk
bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lemaarbdahan.
Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian ydingah
mengakibatkan perubahan tersebut batal.

¥ Habib Adjie,op.cit. h. 98-99.
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6) Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakugancoretan,
pemarafan dan atas perubahan berupa pencoretanhketd, atau
angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa gehirtetap dapat
dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, ddahjudata, huruf
atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi aktga tidak
menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubalencoretan
dan penambahan.

7) Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membeatulkesalahan
tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat padwautil Akta yang
telah ditandatangani, juga tidak membuat beritaraactentang
pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berédeagpembetulan

tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Sanksi akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktdragai akta di
bawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum pak&en Sanksi
eksternal, yaitu saksi terhadap Notaris dalam nselaékan tugas jabatannya
tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajibkdikan terhadap (atau
untuk kepentingan) para pihak yang mengahadap iNafan pihak lainnya
yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidaikdemngi.

c. Akta Notarisyang dapat dibatalkan

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yarengikat mereka
yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarahysalsuatu perjanjian
harus terpenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatiang syarat sahnya
perjanjian ada syarat subjektif, yaitu syarat yaakaitan dengan subjek yang
mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiriatias kata sepakat dan
cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatanrhuan syarat objektif,
yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjianendsi atau berkaitan dengan
objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh parakpijiang terdiri atas suatu

hal tertentu dan sebab yang tidak terlarhg.

8 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan
tentang Notaris dan PPAT), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2009.hal.133.
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Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalkita Notaris. Syarat
objektif dicantumkan dalam awal akta, sedangkamasyabjektif dicantumkan
dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta mearpakrwujudan dari Pasal
1338 KUHPerdata mengenai kebabasan berkontrak aefaga diatur dalam
Pasal 1337KUHPerdafa.

Perbedaan akta Notaris yang dapat dibatalkan dean Né&taris yang
batal demi hukum Habib Adjie meninjaunya dari dua #aitu mengenai
alasan atau dasar hukumnya dan mulai berlakunyatetjadinya pembatalan,
sebagai berikut?

1) Akta Notaris yang dapat dibatalkan
a) Alasannya, melanggar unsur subjektif yaitu sepakateka yang
mengikatkan dirinya dan/atau kecakapan untuk membuatu
perikatan.
b) Mulai berlakunya pembatalan, sejak adanya keputpsagadilan

yang memiliki kekuatan tetap, dan akta tetap berkdbelum itu.

2) Akta Notaris yang batal demi hukum

a) Alasanya, melanggar unsur objektif yaitu suatu kaitentu
dan/atau suatu sebab yang terlarang dan/atau ngelakgwajiban
sebagaimana diatur dalam UUJN pada Pasal 16 @yahyruf i
dan k, Pasal 41 jo. Ps.39 dan 40, serta Pasdl-pé8a49, 50
dan 51.

b) Mulai berlakunya pembatalan sejak saat akta ditangani dan
tindakan hukum yang tersebut dalam akta dianggiak tpernah

terjadi.

Selain itu, sebagai perwujudan dari asas kebebbsdwntrak dalam

hukum perjanjian, akta Notaris dapat dibatalkerdasarkan kesepakatan dari

8 1bid. h.135

8 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagfai Pejabat
Publik, op.cit. hal. 147.
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para pihak yang membuatnya. Dalam prakteknya, sbdahng tentu harus
memenuhi tatacara dan ketentuan yang berlaku. Sederagan pokok

permasalahan yang dipilih, hal itu tidak dibahalsuoh tesis ini.

d. Asaspraduga sah terhadap akta Notaris.

Dalam kaitannya dengan batalnya keotentikan aktaarl$éo sebagai
produk dari pejabat umum, maka penilaian terhadiia &otaris harus
dilakukan dengan asas praduga datesumptio lustae Cause.)®® Berdasarkan
asas ini, suatu keputusan harus dianggap sah seteuan dibuktikan
sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus segaksahakar?.

Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai aktaaNs{ yaitu akta
Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yamyatekan akta tersebut
tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta bertsedak sah harus dengan
gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjayadaguberjalan sampai
dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyaaieekihukum tetap,
maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para patalk siapa saja yang
berkepentingan dengan akta tersebut. Dalam gugatark menyatakan akta
Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktiketidkkabsahan dari aspek
lahiriah, formal dan materil akta Notaris. Jikaakiddapat dibuktikan maka akta
yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak siEpa saja yang
berkepentingan dengan akta tersébut.

Asas praduga sah selaras dengan bunyi PenjelasamUWUJN telah

diakui dalam UUJN, yang menyatakan bahwa:

“Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan tegde apa yang
dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kécyghak yang

berkepentingan dapat membuktikan hal sebaliknyaraememuaskan di
hadapan persidangan pengadif&n”

8 bid. h.80

8 Effendi Lotulung. Beberapa Sstem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap
Pemerintah. Perbandingan Hukum Administrass dan Sstem Peradilan Administrasi. Edis |l
revisi. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993. h. 118.

8 Habib Adjie.Op.cit.. h. 79-80.
% Indonesia. UU No. 30 Tahun 2004. Penjelasan Unalimea ke-9.
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Dengan menerapkan asas praduga sah untuk aktaidNotaaka
ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN daregaskan jika Notaris
melanggar (tidak melakukan) ketentuan pasal-pagad yditunjuknya, maka
akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatabusei@mn sebagai akta
di bawah tangan tidak diperlukan lagi dan hanyalakar jika putusan
pengadilan menetapkannya demikian.

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yangt ddipatalkan
merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaiak tberwenangnya
Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formmterial dan tidak sesuai
dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Nokses ini tidak dapat
dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukuareka akta batal demi
hukum dianggap tidak pernah dibi4t.

Sebagaimana telah diuraikan, kekuatan eksekutgaalg melekat
dalam grosse akta hipotik sebagai akta yang dindafa berisi kewajiban
debitor utuk membayar hutang, terkait langsung derigeotentikan akta itu
sendiri. Dengan kata lain, apabila keotentikan algpatik secara hukum telah
dianggap sebagai akta di bawah tangan atau batalldé&kum atau dibatalkan
maka kekuatan eksekutorial yang melekat padanyajadieibatal dengan
sendirinya.

D. ANALISISYURIDIS
1. Resume Putusan Mahkamah Agung No. 919 K/PDT/2002
a. Parapihak yang berperkara:

Pemohon Kasasi : Ny. “P” dahulu Penggugat/Pembandin

melawan:

1) “AK”, Kreditor BPD Jawa Tengah, Termohon | dahulu
Tergugat/Terbanding I,

2) “BPD” Propinsi Jawa Tengah, Termohon Il dahulu
Tergugat/Terbanding Il

3) “OW”, S.H., Notaris, Termohon Ill dahulu Tergugestbanding I,

8" Habib Adjie. g.cit h.80.
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4) “MS” (Mantan) Kepala Desa, Termohon IV  dahulu
Tergugat/Terbanding 1V,

5) “MHI", Kepala Dusun, Termohon V dahulu Tergugat/Banding V,

6) “HSO”, Pemilik perusahaan Debitor suami Ny. “HSR&rmohon VI
dahulu Tergugat/Terbanding VI,

7) Ny. “HSR”, Pemilik perusahaan Debitor, Termohon Whkhulu
Tergugat/Terbanding VI, dan

8) Departemen Keuangan Republik Indonesia, cq. Badasdd Piutang
dan Lelang Negara Kantor Wilayah V Semarang, cgpalkee Kantor
Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (Kantor P3MNjyoRerto,
Turut Termohon, dahulu Turut Tergugat/Terbanding.

b. Kronologis Perkara

Sekitar tahun 1993, Tergugat IV Kepala Desa dangugat V
(Kepala Dusun) bersama-sama datang ke rumah Pesiggugiuk
meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 254 atas namg. I® (Penggugat) .
Sebagai rakyat kecil dan awam hukum Penggugat mdreskeberatan,
akan tetapi karena yang meminjam adalah Kepala, Bestifikat tersebut
diberikan.

Kurang lebih 2 (dua) minggu setelah sertifikat Rpryat
dipinjamkan kepada Tergugat IV dan V Penggugadttegan 2 (dua)
orang suami-isteri yang semula tidak dikenal olendgugat. Kemudian,
Tergugat V “MHL” mengatakan kepada Penggugat, kaienatas nama
perintah Kepala Desa (Tergugat IV), supaya ikuéa s@ik mobil tamu
tersebut di atas dan Tergugat V memperkenalkan deefzenggugat,
bahwa kedua orang suami-isteri pemilik mobil texseddalah “HSO”
(Tergugat VI) dan “HSR” (Tergugat VII). Selanjutny@enggugat dibawa
ke Cilacap tanpa mengetahui maksud dan tujuanmyau#lian Penggugat
diberi penjelasan bahwa tempat yang dituju adaBAN”, S.H., Notaris
Cilacap (Tergugat lll).Tanpa penjelasan sepatahapkat, ibu jari
Penggugat dipegang oleh Tergugat IlI dan membubulda jempol
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Penggugat pada beberapa blanko kosong yang titatatlui maksud dan
tujuannya, karena tidak diberi penjelasan. Setel&®®nggugat
membubuhkan cap jempol di atas kertas kosong tatrsdibatas yang
dipandu oleh Tergugat Il bersama-sama dengan fgatgd mengatakan
pada Penggugat, bahwa sertifikat Penggugat akaakalipuntuk pinjam
uang Bank.

Penggugat menerima Surat Peringatan Panggilan Nomo
204/WPN.05/KP.02/1997, tertanggal 15 Mei 1997 daandggugat
berkewajiban untuk turut melunasi hutang dari Tgegu selaku Direktur
CV. "JCL" meskipun Penggugat tidak mengetahui pmpaeminjam
termasuk tentang sertifikat Penggugat diagunkan Bemk. Setelah
penggugat meneliti, diketahui bahwa perusahaeseliet adalah milik
dari Tergugat VI dan VI, yakni “HSO” dan Ny. “HSR”

Melalui BPD Cilacap dan Turut Tergugat Kantor “P3N
Purwokerto selaku kuasa penagihan di Bank Pembangubaerah
Cilacap (Tergugat Il), ternyata Penggugat mempbrplenjelasan bahwa
tanah milik Penggugat sebagaimana tertera dalanifilSer Hak Milik
Nomor 254 (Eks Nomor 115) C. 978, 1 September kfi§&sarkan pada
pengikatan jaminan secara cessie Nomor 56, terérfy Oktober 1993
di hadapan Tergugat lll, yaitu Notaris. selaku MstaCilacap guna
menjamin hutang Tergugat | pada Tergugat Il .

Akta Hipotik di atas memuat pernyataan Penggugdiaga
penjamin hutang Tergugat | “AK” selaku Direktur CUCL" kepada
Tergugat Il BPD Cilacap, tanpa sepengetahuan PgaggiPenggugat
menyatakan bahwa sejak terjadinya hutang-piutateyaergugat | dan
Tergugat Il sampai dengan gugatan diajukan, Peragguagma sekali tidak
pernah kenal dengan Tergugat | “AK” selaku pihakgalijamin yang
kemudian baru bahwa cap jempol Penggugat yangultdakatas panduan
Tergugat Il Notaris “OW”, S.H., #ahun 1993 adalah selaku penjamin
hutang Tergugat I.
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Gugatan di Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan uraian kronologis peristiwva hukum, Beggt

menyampaikan gugatan di PN Cilacap, sebagai berikut

1)

2)

3)

4)

5)

Perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat teldanggar hukum,
sehingga harus dibatalkan ;

Perbuatan Tergugat Il adalah ceroboh, karena samgaBPD Cilacap
terlebih dahulu menanyakan pada Penggugat selaililpganah;
Perbuatan Tergugat Il Notaris “OW”, S.H. adalahbpatan melawan
hukum, karena tanpa menanyakan terlebih dahullkahpzlah terjadi
peralihan hak atas tanah, baik berupa jual belupata pinjam-
meminjam, serta tidak membacakan apa maksud danantuj
penandatanganan blanko kosong, sehingga pembuddan Hpotik
Nomor 35/111/Gdrm/1996, yang dibuat pada hari Sertenggal 4
Maret 1996 dan pengikatan jaminan secara cessie ONOb%,
tertanggal 20 Oktober 1993 adalah tidak sah ataratchukum,
sehingga harus dibatalkan demi hukum;

Semua perjanjian yang dibuat sejak semula olehpaigugat tersebut
adalah didasarkan pada persekongkolan dan tipuimatistehingga
segala perjanjian yang telah dibuat adalah cacktirhudan harus
dibatalkan demi hukum;

Penggugat sangat dirugikan, baik materiil maupumilpmoaka untuk

itu mohon perlindungan hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugabmkapada PN

Cilacap agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1)
2)
3)

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat unlwkisaya;
Menyatakan bahwa atas nama P, adalah milik saliPéaggugat;
Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalabuaian
melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuaimdaang-
undangan yang berlaku, sehingga perjanjian tersgmg dibuat oleh
Tergugat | dan Tergugat Il dengan mengikutkan Pegggsebagai
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penjamin tidak mempunyai akibat hukum terhadap ahartilik
Penggugat, dan karenanya harus dikembalikan kepatagugat
dalam keadaan kosong dan dibebaskan dari hak apamgnmelekat
di atas menyangkut kepentingan orang lain;

Menyatakan bahwa perjanjian kredit antara Tergudan Tergugat Il
yang menggunakan jaminan/agunan tanah terperkaila P@inggugat
adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga havatatkan;
Menyatakan bahwa Akta Hipotik Nomor 35/Ill/Gdrm/B)9yang
dibuat oleh Tergugat Ill Notaris “OW”, S.H. padaih@enin, tanggal 4
Maret 1996 dan Akta Perjanjian Kredit dengan kuagak memasang
Hipotik dan mengikatkan jaminan secara cessie Ndsortertanggal
20 Oktober 1993, yang dibuat oleh Tergugat | damgdgat Il
sepanjang yang menyangkut tanah terperkara miliigiRegat adalah
tidak sah karena cacat hukum, sehingga harus tkhata
Menghukum Tergugat IV, V, VI dan VII untuk mengerikan
Sertifikat Hak Milik Nomor 254 (penggantian Sekdt Hak Milik
Nomor 115), C.978, Persil 17 seb.D.lll, Gambar &tuNomor
2851/1987, tanggal 1 September 1987 luasl.$78 M2 kepada
Penggugat dengan baik;

Menghukum Tergugat Il untuk menangguhkan semua petahuan
surat paksa yang dilaksanakan oleh Turut Tergu@et perintahnya
sepanjang yang menyangkut pelunasan hutang Terduganhgan
jaminan harta terperkara milik Penggugat;

Membebaskan Penggugat dari segala hutang-piutang tyabul atas
perbuatan Tergugat | dan Tergugat Il sebagai akjpatuatan
Tergugat IlI, IV, V, VI dan VII.

Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat
Terhadap gugatan tersebut Tergugat Il mengajukaepsk yang

pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1)

Domisili para pihak yang berperkara sangat tidd&sjedi antaranya

alamat Tergugat | dan Tergugat IV tidak diketahecasa pasti
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domisilinya, sehingga maka akan menimbulkan kesulidalam
pemeriksaan perkara ini ;

2) Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka mohatagu§enggugat
untuk tidak diterimar{iet ontvankelijke verklaard/N.O) ;

Tergugat Ill, Notaris “OW”, S.H. mengajukan gugatdoalik

(rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagaikut :

1) Akta dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugatathlah telah
benar adanya dan telah sesuai prosedur hukum yaladki;

2) Karena akta telah benar, dan Tergugat Ill/PenggiRtonvensi
merasa dirugikan nama baiknya selaku Pejabat/Mdojamg digugat
oleh Penggugat/Tergugat/Rekonvensi yang tidak kardlan hukum,
menuntut kerugian moril sebesar Rp. 100.000.008erafus juta
rupiah) ;

3) Gugatan oleh Tergugat Rekonvensi menggugat tidaklabarkan
hukum, maka perbuatannya melakukan perbuatan meldoukum,
maka pantas harus dihukum untuk membayar ganti nogieriil
maupun moril, sedangkan kerugian materiil untuk/dipengacara Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

e. Putusan Pengadilan Negeri Cilacap

Terhadap gugatan tersebut PN Cilacap telah menpguinsan,
yaitu putusannya Nomor 41/Pdt.G/1997PN.Clp., tahd§aMaret 1998,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat Il ;

Dalam Pokok PerkaraMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam RekonvensiMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

f.  Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Per mohonan K asas

Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugab&wsimg
putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkeh PT Semarang,
Putusan No. 337/Pdt/1998/PT.Smg., tanggal 2 Noeerh®98 ;
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Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasagrgkasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 September 1997 kdmajpermohonan
kasasi secara lisan pada tanggal 24 SeptembersE®@@aimana ternyata
dari akte permohonan kasasi Nomor 41/Pdt.G/199T2RIN.yang dibuat
oleh Panitera PN Cilacap, permohonan mana kemudisnsul oleh
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yangni#eti Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktc2@9.1

Setelah itu oleh para Tergugat I, II, 1lI, IV, V,I\dan Vll/para
Terbanding pada tanggal 27 Oktober 1999 telah ithier tentang memori
kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaigmori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan PN Cilacap pada tangg@bdember 1999.

g. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung
Dalam Putusan MA No. 919/K/PDT/2002 para Hakim Agun
memberikan pertimbangan hukum, pada pokoknya seébagkut:

1) Permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telsritahiukan
kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalagyang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-unadaaaka oleh
karena itu permohonan kasasi tersebut formal défetma;

2) Pertimbangan hukum  Pengadilan Tinggi m&ang dalam
putusannya yang mengambilalih pertimbangan PeragadNegeri
Cilacap tanggal 17 Maret 1998 Nomor 41/Pdt.G/1987#p. adalah
tidak tepat dan keliru, karena sama sekali tidaknpertimbangkan
keterangan saksi MARYUN dan SAMINI serta diperkoéh yang
memperkuat alasan gugatan Penggugat yaitu bahwgg@gat adalah
seorang awam hukum, dibawa dan disuruh membubutd@iempol
oleh dengan tidak memperoleh penjelasan sebelurdayahal itu
diperkuat oleh Notaris “OW”, S.H. Keterangan Salessebut sesuai
dengan pengakuan “MS” (Tergugat IV) yang pernah yuam
“MHL” (Tergugat V) untuk meminjam sertifikat milikPenggugat
untuk meminjam uang kepada Ny. “HSR” (Tergugat VII)

3) Keterangan saksi dan pengakuan yang terungkap idpagan

tersebut di atas sepatutnya dipertimbangkan olelCiR&tap dan PT
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Semarang tetapi tidak demikian halnya;

Pertimbangan hukum PT Semarang Nomor 337/Pdt/P998mg.,
bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi samé# Sedkak
mengajukan alat bukti, sehingga gugatannya dingatalktolak, sangat
tidak beralasan, karena walaupun sangat minimal
Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajka alat
bukti tertulis, masing-masing 1 (satu) helai sukaterangan dari
Kepala Desa tertanggal 15 November 1997 Nomor 14%X21/1997
dan 1 (satu) helai fotocopy surat dari Ny. “HSRbBagaimana tertuang
dalam putusan PN Cilacap.

Surat Kepala Desa tersebut di atas membenarkanab&wsmnggugat
adalah orang buta huruf dan awam hukum yang maaa d&ipu dan
tidak dapat diduga sebelumnya. Namun dalam h&emohon Kasasi
mengajukan saksi-saksi yang antara lain MARYUN &&xMINI,
yang melihat serta menyaksikan sendiri peristiwaNdtaris “OW”,
S.H., yang menurut hemat kami mengandung cacalligwang fatal.
Akan tetapi sangat disesalkan judex facti PN Cpadan PT Semarang
sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal tersgig terungkap
dalam persidangan;

Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan atas puRdsalilacap
yang dikuatkan oleh putusan PT Semarang karena asemu
pertimbangan hukum dalam memberikan putusan adsahr-benar
tidak didasarkan pada segi yuridis maupun sosislddal ini terbukti
dengan dianggap sahnya pembuatan Akta Hipotik Nomor
35/11/Gdrm/1996, yang dibuat oleh Notaris “OW”, F5, yang
seharusnya cacat yuridis, karena proses pembuaaaagiah tidak
atas kehendak Pemohon Kasasi dan selaku seoraggtigak tahu
baca tulis serta awam hukum, tidak tahu menahu miggembubuhan
cap jempol pada blanko kosong yang dilakukan dapad Notaris dan
dengan demikian Akta Hipotik tersebut harus dilka@aldemi hukum ;
Menurut Pasal 174 HIR, pengakuan di hadapan Hakernupakan

bukti sempurna apalagi ditunjang oleh dua orangsisdketerangan
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dua orang saksi tersebut cukup membuktikan keaskelaaliknya atas

ketidakbenaran isi akta tersebut, yaitu :

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas pinjanaegy di
Bank ;

- Penggugat adalah seorang buta huruf yang tidakapaada tulis ;

- Akta dibuat pada malam hari di rumah Notaris (Tgagull)

- Isi akta tidak dibacakan sebelum Penggugat memlkaoulcap
jempolnya dan apabila dibacakan juga Penggugak taean
mengerti maksudnya.

Keterangan kedua orang saksi di atas juga dikualkgn oleh

keterangan saksi BUDI WAHYUDI yang antara lain nramgkan,

bahwa benar Tergugat IV telah meminjam Sertifikatk HMilik dari

Penggugat pada tahun 1993 dan Tergugat Il sudaéndgil, akan

tetapi saksi keburu dipindahtugaskan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Norhofahun

2004 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagairtelah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomorhuir2004

serta peraturan perundang-undangan lain yang legasiam ;

h. Putusan Mahkamah Agung

Amar Putusan MA untuk perkara ini pada tanggal&uari 2007,

sebagai berikut:

Dalam Konvensi : Dalam Eksepdilenolak eksepsi Tergugat Il;

Dalam rekonvensiMenolak gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

1)
2)
3)
4)

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
Tanah tersebut dalam perkara adalah milik sahRiarggugat ;
Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuaéawan hukum;

Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit antara Tergugin Tergugat Il

yang menggunakan jaminan/agunan tanah terperkdia Penggugat

5)

adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
Menyatakan bahwa Akta Hipotik Nomor 35/11l/Gdrm/B)%ang dibuat
oleh Tergugat Il Notaris “OW”, S.H. pada hari Sgnianggal 4 Maret
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1996 dan Akta Perjanjian Kredit dengan kuasa untaeknasang Hipotik
dan mengikatkan jaminan secara cessie Nomor 5&antgral 20
Oktober 1993, yang dibuat oleh Tergugat | dan Tgagul sepanjang
yang menyangkut tanah terperkara milik Penggugalhdidak sah dan
batal menurut hukum;

6) Menghukum Tergugat IV, V, VI dan VII untuk mengerikan Tanah
Terperkara dan Sertifikatnya dengan baik ;

7) Menghukum Tergugat Il untuk menangguhkan semua patabuan
surat paksa yang dilaksanakan oleh Turut Terguteg perintahnya
sepanjang yang menyangkut pelunasan hutang Tergugingan
jaminan harta terperkara milik Penggugat;

8) Membebaskan Penggugat dari segala hutang-piutamg tyabul atas
perbuatan Tergugat | dan Tergugat Il sebagai akibdiuatan Tergugat
I, 1v, V, Vil dan VII;

9) Menghukum Turut Tergugat (Kantor P3N) untuk tundign patuh
kepada putusan PN Cilacap dalam melaksanakan putusa

2. Pembahasan

Setelah mencermati kronologis, dakwaan Penggulagpsi tergugat,
dan pertimbangan hukum dalam putusan MA nom®&KQPDT/2002-
2007, penulis bermaksud hendak menyampaikan anglisidis, berikut ini.

a. Akta hipotik dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur
subjektif dalam perjanjian

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalahyadkesepakatan
diantara mereka yang melakukan perikatan (PasalO 13fgka 1,
KUHPerdata). Keabsahan kesepakatan dari para pitaaksalah satu pihak
itu tidak semata-mata harus memenuhi syarat fodalaim perjanjian tertulis,
akan tetapi dalam prosess terjadinya kesepakataiddk terjadi hal-hal yang
mengandung kekhilapan, atau diperolehnya dengasapakatau penipuan.

Menelaah kronologis peristiwa pembuatan akta Hipotiengan

Penggugat sebagai pemberi kuasa jaminan atas taminya yang

Universitas Indonesia

Kekuatan eksekutorial..., Indri Sukma Gimanti, FH Ul, 2010.



60

disampaikan oleh Penggugat dan kemudian diperkalel para saksi dapat

dinyatakan telah terjadi peristiwa-perisiwa yangngendung unsur paksaan

hingga dibuatnya akta hipotik dalam kasus tersebut.

Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan urutamstpea dalam

Putusan MA No. 919/K/PDT/2002 sebagaimana tel@ati ringkasannnya

oleh penullis, sebagai berikut:

Kepala Desa dan Tergugat V (Kepala Dusun) bersamaslatang ke
rumah Penggugat untuk meminjam Sertifikat Hak MiNlomor 254
atas nama Ny. P (Penggugat) . Sebagai rakyat #anilawam hukum
Penggugat merasa berkeberatan, akan tetapi kawerga meminjam
adalah Kepala Desa, sertifikat tersebut diberikarang lebih 2 (dua)
minggu setelah sertifikat Penggugat dipinjamkanakiepTergugat 1V
dan V Penggugat kedatangan 2 (dua) orang su#mi-ysng semula
tidak dikenal oleh Penggugat. Kemudian, Tergugat “MHL”
mengatakan kepada Penggugat, karena ini atas nermap Kepala
Desa (Tergugat V), supaya ikut saja naik mobil uati@rsebut di atas
dan Tergugat V memperkenalkan kepada Penggugatyabdedua
orang suami-isteri pemilik mobil tersebut adalatS®' (Tergugat VI)
dan “HSR” (Tergugat VII).

Peristiwa yang terurai diatas tidak menggambar&danya pemaksaan,

jika unsur paksaan hanya diartikan sebagai tind#kalakan fisik atau

ancaman. Akan tetapi hukum perjanjian dalam KUH®&@rd memberikan

batasan yang lebih luas terhadap suatu peristiva@ yaengandung unsur

paksaan.

Pasal 1324 menetapkan bahwa:

Paksaan telah terjadi, apabila perbuatan itu sdd@miupa hingga dapat

menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan lappabrbuatan itu

dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebwutébdhinya dan atau
kekayaaannya terancam suatu kerugian yang terangyadaa.

Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatiksia, kelamin dan

kedudukan orang-orang yang bersangkutan

Penggugat adalah warga desa, yang digambarkanhatala sebagai

orang yang tidak berpendidikan tetapi bahkan tidakmpu membuat

tandatangan. Bagi seorang perempuan warga desardkogdisi seperti itu,

seorang kepala desa dan aparatnya figur yang sdrsgafani dan mungkin

juga ditakuti sehingga tidak berani membantah penhperintahnya. Jika
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mengingat peristiwva dalam kasus ini terjadi padaunal993 ketika rezim
orde baru masih berkuasa, seorang kepala desa ketildapat melakukan
banyak hal untuk memberikan sanksi kepada warggaya dinilai tidak

mematuhi perintah dan keputusannya.

Sebagai illustrasi dari pengalaman orang yang &éhgly desa dan
telah dewasa ketika itu, waga desa yang tidak niemértai pemerintah
dalam pemilihan umum (biasanya orang yang menpéididikan memadai
untuk ukuran desa atau setidaknya memiliki kebaradi atas rata-rata) akan
dikucilkan oleh warganya yang dimotori oleh kepdé¢sa dan aparatnya yang
diperkuat oleh aparat militer yang ditempatkan diiep desa/kelurahan
(Babinsa). Karena itu, ketika kepala desa meminjsentifikatnya dan
kemudian ada perintah melalui kepala dusun untuk dengan mobil sedan
(milik tergugat, Penggugat tidak kuasa untuk megagta walaupun ia belum
mengerti apa tujuannya. Bagi orang pedesaan, sedén adalah lambang
orang kaya yang biasanya dekat dengan penguasanidiger. Walaupun
misalnya, Penggugat ketika itu menaruh curiga (jiermmenduga tidak
menaruh curiga karena disertai kepala dusun) iaktidkan mampu

menolaknya.

Kondisi dan situasi ketika peristiwa itu terjadihaeusnya menjadi
salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeg yeangadili perkara ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 1324 alinea ke-ditdPiérdata tersebut
diatas yaitu “Dalam mempertimbangkan hal itu (at&u aidaknya unsur
paksaan), harus diperhatikan usia, kelamin dandadan orang-orang yang
bersangkutan”.

Pasal 1323 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mensaéti perjanjian,
merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, jugabitgp paksaan itu
dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepgatmsiapa perjanjian
itu telah dibuat.

Apabila hakim Pengadilan Negeri, meyakini kebenataradinya

peristiwa tersebut (antara lain karena diperkual glara saksi), maka hakim

Universitas Indonesia

Kekuatan eksekutorial..., Indri Sukma Gimanti, FH Ul, 2010.



62

dapat menilai bahwa ada unsur subjektif yang tieégbenuhi yaitu dalam hal
kesepakatan para pihak yang membuat perjanjiamggdisebagai suatu

perjanjian, akta hipotik dalam perkara ini dapiadalkan.

Namun demikian apabila sampai tahap ini, hakimilaetidak dapat
dijadikan alasan untuk membatalkan akta hipotilekarakta itu adalah akta

otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.
Pasal 1327 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

Pembatalan sesuatu perjanjian berdasarkan pakssianlagi dapat
dituntutnya apabila setelah paksaan berhenti, majatersebut dikuatkan,
baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secaradiam atau
apabila seseorang melampaukan waktu yang ditentokaim undang-
undang untuk dipulihkan seluruhnya.

Ditinjau dari ketentuan pasal di atas, pembubuhap ¢empol
Penggugat pada akta hipotik dapat ditafsirkan ssbagnguatan perjanjian.
Maka dengan demikian, keabsahan keotentikan akteridoyang akan
menentukan apakah akta hipotik dalam perkara ipadatau tidak dapat

dibatalkan.

b. Tidak adanya kehendak salah satu pihak dan tidak dibacakannya is
akta mengakibatkan dibatalkannya akta hipotik dalam putusan MA
nomor 919/K/PDT/2002-2007.

Sebagian dari pertimbangan hakim MA yang membatalRatusan
Pengadilan Negeri yang diperkuat dengan Putusagaééan tinggi adalah
sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yangrikiim di muka
persidangan, yang saling berkesesuaian satu depgag lain telah
membuktikan bahwa suatu Akta Notaris telah dibugdkt sebagaimana
mestinya dan isinya bertentangan dengan kehendadk pilalam akta
tersebut, menurut ketentuan Hukum Acara Perdatg ymmlaku cukup
alasan untuk menyatakan bahwa akta yang bersamgidtdah tidak sah
dan batal. Hal ini disebabkan karena suatu Aktaahkmtsebagai akta
otentik pada asasnya tidak mempunyai kekuatan plembuyang bersifat
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mutlak, melainkan hanya mempunyai kekuatan pemaokiang bersifat
sempurna sepanjang belum dibuktikan sebaliknya.

Selain itu, hakim MA dalam mengadili kasus ini, mejuk
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri pada halan2asathpai dengan 24
putusan No. 41/Pdt.G/1997PN.Clp. (lihat lampirahindga Putusan MA No.
919/K/PDT/2002 halaman 9 dari 15), menerangkaratenadanya keterangan
dari “MHL” (tergugat V, Kepala Dusun) yang ikut &er di Notaris pada saat
pembubuhan cap jempol oleh Penggugat dan berhaddgagan Notaris
“’OW, S.H.”, Penggugat menyatakan bahwa sertifikdtknya boleh dipinjam

tetapi bukan untuk digunakan sebagai jaminan bank.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangaseliet, dapat
disimpulkan bahwa tidak terpenuhinya syarat kehlerddai salah satu pihak
tidak hanya terjadi pada proses peminjaman satifitapi juga pada saat

proses pembuatan akta hipotek dan pengikatan janoief Notaris.

Pasal 15 ayat (1) UUJN sebagaimana telah dikutila b terdahulu
menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat aktaloteengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dihamustleh peraturan
perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki cdely yperkepentingan
untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,..dagrgshya, dst.

Ketentuan di atas diperjelas dalam alinera ke-4jefesan Umum
bahwa: ...... akta otentik yang dibuat oleh atau dialpadh Notaris,
bukan saja diharuskan oleh peraturan perundangagadatetapi juga
karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingankumemastikan
hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, k&t dan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingskalggus, bagi
masyarakat secara keseluruhan.

Penjelasan umum UUJN di atas mempertegas tentamyad#ewajiban
Notaris untuk meyakini bahwa akta yang dibuatnyangguh-sungguh
dikehendaki oleh masing-masing pihak yang melakykankatan termasuk
apabila permintaan pembuatan akta oleh Notaris kiwena diwajibkan

demikian oleh undang-undang. Dalam kasus yang lisa)alapat disimpulkan
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bahwa Notaris “OW, S.H.” tidak berusaha untuk méalgei dan
mempertimbangkan kehendak Penggugat.

Dua pihak atau lebih dari para pihak yang dibuaaraka oleh Notaris
sering kali terjadi, pihak yang satu memiliki posiang jauh lebih kuat dari
pihak yang lainnya, baik dalam hal intelektual, paamannya terhadap
hukum, kedudukan dan status sosial atau faktonyairyang mengakibatkan
salah satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk yagkan kehendaknya

secara bebas.

Dalam keadaan seperti itu, penjelasan UUJN mengaihkem bahwa
dibuatnya akta oleh Notaris tidak hanya untuk memkbn kepastian dan
ketertiban hukum tetapi tidak kalah pentingnya dsualkan untuk
memberikan perlindungan hukum kepada pihak yanmle sesuai dengan

kewenangan yang dimliki oleh Notaris.

Selanjutnya, terungkap keterangan saksi pada peigch di
Pengadilan Negeri yang dikutip dalam pertimbangakiid Mahkamah Agung
(lihat lampiran Salinan Putusan MA No. 919/K/PDTd2thalaman 9 dari 15)

disebutkan bahwa:

Saksi Maryun dan Samini menerangkan ..... . Setelateka berada di
hadapan Notaris tersebut, kedua saksi beserta “MHlgng
menyaksikan sendiri, bahwa Penggugat disuruh oletarté “OW”,

S.H., untuk membubuhkan cap jempol pada surat ysEiglumnya

tidak dijelaskan oleh Notaris apa isi serta makdaml tujuannya.

Tidak menjelaskan isi akta sebelum meminta Pendddgéam gugatan
disebutkan bahwa tanpa berkata apapun Notaris n@geagngan Penggugat)
untuk membubuhkan cap jempolnya, berarti Notariseteut telah melalaikan
kewajibannya untuk membacakan atau menjelaskaraki® sebelum akta
ditandatangani yang dalam kasus ini diganti demgambubuhkan cap jempol.
Kewajiban tersebut antara lain diatur dalam ketemtPasal 16 ayat (1) huruf |

dan Pasal 43 ayat (2) UUJN yaitu:
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Pasal 16 ayat (1) huruf | UUJN:

(Notaris berkewajiban) membacakan akta di hadapenghmdap
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orangkss dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadépi dan Notaris.

Pasal 43 ayat (2) UUJN:

Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yangndkgun dalam

akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelagdaakta itu dalam

bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

Pengecualian bagi ketentuan di atas dimungkinkeh dPasal 16 ayat
(7) UUJN yang menentukan bahwa pembacaan aktawdak dilakukan, jika
penghadap menghendaki agar tidak dibacakan, kapsmgghadap telah
membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isiyagah ketentuan bahwa
hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta seda patiap halaman Minuta

Akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.

Membacakan atau menjelaskan isi akta, tidak semata-mengerti isi
akta. Jika dianggap perlu, karena Notaris menilarap pihak tidak
mengetahuinya,  Notaris wajib memberikan informasing diperlukan
khususnya yang akibat hukum yang timbul dari péskagang dibuat oleh para
pihak. Pemahaman tersebut dapat disimpulkan dariyibalinea ke-6
penjelasan umum UUJN. Bunyi selengkapnya adalafgselberikut:

Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahpayang termuat
dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengeddn sesuai

kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacaikasiyngga menjadi
jelas isi Akta Notaris, serta memberikan aksesrmési, termasuk akses
terhadap peraturan perundang-undangan yang tebkgit para pihak.

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan debgdas untuk

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notangang akan

ditandatanganinya.

Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebudtal, Notaris
tidak hanya melaksanakan fungsinya sebagai penabtiatotentik tetapi juga
telah memberikan perlindungan hukum terhadap pylaaly memerlukan.
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c. Akibat hukum dibatalkannya akta hipotik dalam Putusan MA No.
919/K/PDT/2002-2007

Amar putusan Mahkamah Agung dalam mengadili perkgamg

dianalisis sebagaimana telah diuraikan di mukaaddjurutkan berdasarkan

sebab akibat terbitnya putusan tersebut sesuaiadeketentuan hukum yang

berlaku, sebagai berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawamnuk

Akta Hipotik Nomor 35/111/Gdrm/1996, yang dibuatebl Tergugat Il
Notaris “OW”, S.H. pada hari Senin, tanggal 4 Mat896 dan Akta
Perjanjian Kredit dengan kuasa untuk memasang HKipod&an
mengikatkan jaminan secara cessie Nomor 56, tegeiZ) Oktober
1993, yang dibuat oleh Tergugat | dan Tergugatepasmjang yang
menyangkut tanah terperkara milik Penggugat adatktk sah dan
batal menurut hukum;

Perjanjian Kredit antara Tergugat | dan Terguggahg menggunakan
jaminan/agunan tanah terperkara milik Penggugdthdaiak sah dan
batal menurut hukum ;

Tanah tersebut dalam perkara adalah milik sahRirggugat ;
Tergugat IV, V, VI dan VII harus mengembalikan ThrEerperkara
dan Sertifikatnya dengan baik (kepada Penggugat) ;

Penggugat bebas dari segala hutang-piutang yandultinatas
perbuatan Tergugat | dan Tergugat |l sebagai akjmatbuatan
Tergugat Ill, IV, V, VI dan VII;

Tergugat Il harus menangguhkan semua pemberitabuiaat paksa
yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat atas pemyhsepanjang
yang menyangkut pelunasan hutang Tergugat | dejagaiman harta
terperkara milik Penggugat;

Turut Tergugat (Kantor P3N) harus tunduk dan p&eada putusan
PN Cilacap dalam melaksanakan putusan ini.

Menurut hemat penulis, amar putusan MA perkargang menyatakan

bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan raeléavkum adalah tepat
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karena masing-masing dari seluruh tergugat telalakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan hukum sehingga cukup alasark uhihyatakan telah
melakukan perbuatan melawan hukum. Turut tergugiaih KXantor P3N tidak
termasuk di dalamnya karena dalam faktanya tidaknkean hukum yang
dilanggar, Kantor ini menerima kuasa dari BPD JaWengah dengan
kelengakpan data yang secara yuridis formal tidedat; untuk menjalankan

fungsinya sesuai dengan perundang-undangan yaladxier

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tetgad@ah sebagai
berikut:

1) Tergugat | yaitu “AK” (Direkur perusahaan debitagrungkap telah
melakukan penipuan dengan memanfaatkan kebodohankelamahan
Penggugat serta menggunakan pejabat desa yanglibersgenggunakan
kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Hal imd@ian menimbulkan
akibat hukum tidak terpenuhinya unsur kehendak padgugat sebagai
penjamin kredit yang diterimanya dari BPD Jawa BéngPerbuatan
melawan hukum yang relatif sama juga dilakukan olergugat IV
(Kepala Desa), Tergugat V (Kepala Dusun), Terguyat pemilik
perusahaan debitor, dan Tergugat VII (isteri Teagid) pendiri/pemilik

perusahaan debitor.

2) Tergugat Il yaitu BPD Jawa Tengah telah lalai dengidak meminta
konfirmasi langsung terhadap Penggugat sebagaik pgeamin. Dari
putusan yang dianalisis tidak terdapat keterangdanym upaya yang

dilakukan olehegal officer bank tersebut untuk itu. Walaupun persyaratan

formal telah terpenuhi yaitu adanya akta hipotikgdelah dibubuhi cap
jempol tetapi berdasarkan kewajibannya untuk manjan prinsip kehati-
hatian bank dalam memberikan kredit sudah sepau®D Jawa Tengah
melakukan konfirmasi sendiri jika mengingat bahwasus pemberian
kredit dengan menggunakan benda jaminan orangdiaioar kehendak
pemiliknya telah sering terjadi sebelumnya. Dal&seesinya “BPD” Jawa
Tengah tidak menyatakan bahwa pihaknya telah meagdelangsung
adanya kesepakatan dari Penggugat. Alasan permumgmakepada
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pengadilan untuk menolak gugatan adalah karena aalamergugat |
(Debitor) tidak diketahui domisilinya. Hal ini just meperkuat dugaan
bahwa bank tersebut telah lalai dalam proses peambéerredit yaitu
memberikan kredit kepada debitor yang kondisingapbtensi untuk

bermasalah.

Tergugat Ill yaitu Notaris “OW” S.H., melakukan rpaatan hukum
sebagaimana telah dibahas terdahulu vyaitu tidak aksahakan
kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (kufhl dan karena
Penggugat sangat mungkin tidak mengerti bahasanésid dengan baik
maka seharusnya yang diberi penjelasan dengan aathesrah yang
dimengertinya sebagaimana diatur dalam Pasal 43(2yaJUJN. Selain
itu, Notaris tersebut tidak pula menjalankan kela) moral yang
diamanatkan dalam alinea ke-6 penjelasan umum Uitk memberikan
informasi tentang akibat hukum dari akta pengikasaminan yang ia akan
dibubuhi cap jempolnya. Tidak hanya itu, Notarissédut bahkan tidak
mempertimbangkan pernyataan Penggugat bahwa ia séther
meminjamkan sertifikat jika bukan untuk jaminan ditebank”, sebagai
bentuk penolakan dari seorang awam yang menjunjimggi adat
ketimuran. Pebuatan melawan hukum yang dilakukatar¢oitulah yang
kemudian inti penyebab dibatalkannya akta hipoakaoh dalam perkara

ini.

Pasal 84 UUJN tidak secara langsung menunjuk kedarfPasal 16 ayat

(1) huruf | dan Pasal 43 ayat (2) UUJN sebagai lgzssal yang apabila

dilanggar dapat mengikatkan akta hanya mempunyaidtan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukiamun demikian, salah

satu pasal yang ditunjuk sebagai pasal yang apdb#dnggar dapat berakibat

gugurnya keotentikan akta Notaris atau batal demkum, adalah Pasal 44
UUJN.

Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa segera setg¢tatibacakan, akta

ditanda-tangani oleh setiap penghadap, saksi ddarisloKetentuan tersebut

dapat ditafsirkan bahwa pembacaan akta harus ##akisesaat sebelum
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penandatanganan. Selanjutnya, pasal 44 ayat (3)egaskan bahwa
pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan pegaagdaan dinyatakan
secara tegas pada akhir akta. Apa yang dinyatakdésimdakta, termasuk
pembacaan, penerjemahan atau penjelasan baru mutigiiisanakan apabila

hal itu telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dapat dipahami pula bahwa kewahijgmbacakan
akta dengan pengecualiannya sebagaimana diatum daisal 16 ayat (1)
juncto Pasal 16 ayat (7) dan Pasal 43 ayat (2)NUbh&njadi bagian dari
pasal-pasal yang apabila dilanggar dapat meng&kibafkta Notaris batal

demi hukum.

Dibatalkannya akta hipotik telah menimbulkan akilbatkum yang
terkait dengan hak dan kewajiban para pihak daagabnya menjadi bagian
dari amar Putusan MA No. 919/K/PDT/2002. Akibat tmrkyang timbul dari
dibatalkannya akta hipotik dalam perkara ini, dagharaikan seperti berikut

ini.

Pertama, dinyatakan oleh Pengadilan bahwa tanaik meifperkara
adalah milik sah dari pengugat. Artinya, statusekejikan tanah tersebut
kembali kepada keadaan sebelumnya adanya akiakigah Akta Pengikatan
Jaminan dengan kekuatan eksekutorial yang melepatdanya.

Kedua, Terguagat IV, V, VI, dan VIl yaitu pihak-jpk yang
sebelumnya meminjam sertifikatt, harus mengembaliktanah dan
sertifikatnya dan bukan BPD Jawa Tengah atau KaR®&M yang saat itu
menguasai sertifikaat tersebut. Penulis tidak memam keterangan dalam
putusan yang dianalisis apakah tanah terkperkataitsadikuasai secara fisik
oleh para Tergugat di atas atau masih dalam peagndenggugat dan karena
itu, penulis tidak menganalisis masalah tanah tkgoa secara fisik melainkan

sertifikatnya saja.
Putusan Mahkamah Agung tidak membatalkan perjanjaedit

seutuhnya tetapi “sepanjang yang menyangkut tareperkara milik
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Penggugat”. Dapat pula ditafsirkan bahwa Penggtidak akan menerima
sertifikat langsung dari “BPD” atau Kantor “P3N”etainkan dari tangan
Tergugat IV, V, VI dan VII. Artinya, Pernggugat badapat memperoleh
kembali sertifikat tanah miliknya setelah para teyat di atas membayar utang
Tergugat | (Debitor BPD).

Pengalihan tanggunjawab tersebut dapat dimeng&gi mengingat
bahwa Tergugat | “tidak jelas alamatnya” atau busedangkan Tergugat VI
dan VIl adalah pemilik perusahaan yang dipimpighol'ergugat | sedangkan
Tergugat V dan VI memperoleh pinjaman uang darigligat VI dan VI
sehingga dapat ditafsirkan, mereka telah ikut mmaaik dari kredit yang
diberikan oleh “BPD".

Ketiga, Penggugat dinyatakan bebas dari segalan¢qpi@tang yang
timbul atas perbuatan Tergugat | (Debitor) dangligat Il (Kreditor) sebagai
akibat perbuatan Tergugat Ill, IV, V, VI dan VIIdgg meminjam sertifikat
milik Penggugat).

Seperti telah diuraikan di atas, walaupun Penggdggtatakan bebas
dari segala utang piutang dalam kedudukannya sepagalik jaminan kredit,
tetapi tidak dapat langsung memperoleh kembalifigatt tanah miliknya
karena harus menunggu sampai sertifikat tanah biersdikembalikan oleh
“BPD”. Disisi lain, tidak adanya amar putusan yamgngharuskan “BPD”
melalui Kantor P3N  untuk mengembalikan sertifiketrsebut kepada
Penggugat dapat dipahami karena adanya fakta bdPeveggugat telah
menyatakan bersedia meminjamkan sertifikatnya kepgmlak-pihak tersebut
di atas. Pasal 1750 KUH Perdata, salah satu pasg] mengatur tentang

kewajiban orang meminjamkan menetapkan bahwa:

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembaliang yang
dipinjamkan selain setelah lewat waktu yang ditkeaiy atau, jika tidak
ada penetapan waktu yang demikian, setelah barardjpgrgunakan atau
dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.
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Keempat, Tergugat Il yaitu “BPD” Jawa Tengah hamsnangguhkan
semua pemberitahuan surat paksa yang dilaksandkesn Tairut Tergugat
(Kantor “P3N”) atas perintahnya sepanjang yang raegkut pelunasan

hutang Tergugat | dengan jaminan harta terperkaia Fenggugat.

Kata “menangguhkan” dalam amar putusan tersebwtdapngundang
multi tafsir. Salah satu penafsiran adalah, sugatlgeritahuan surat paksa tidak
dilaksanakan sampai dengan Tegugat IV,V,VI dan &al melunasi pitang
Bank “BPD” dan kemudian sertifikat dikembalikan kela Penggugat.
Penafsiran lain yang dapat merugikan Penggugatladpkemberitahuan surat
paksa itu masih mungkin dilaksanakan lagi apabilkemudian hari ada
perkembangan lain,misalnya, “BPD” melakukan upaykuim dengan alasan
bahwa kredit yang diberikan kepada Tergugat | damudian bermasalah itu
disebabkan oleh karena Penggugat meminjamkan ilsgrtianah miliknya
kepada Tergugat IV,V,VI dan VII.

Walaupun gugatan tentang terjadinya pelanggaranurhukepada
Notaris dalam kasus ini sebatas sebagai alasaraubagn permohonan agar
pengadilan membatalkan Akta Hipotik dan Akta Peagk Jaminan yang
dibuatnya, akan tetapi secara hukum Penggugat mueyailiki alasan untuk
menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bungpa#ta Notaris yang
bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UBildk yang dapat
menutut ganti kerugian itu tidak hanya Penggudaagai pemilik tanah, tetapi
juga pihak “BPD” Jawa Tengah atas kerugian yangri@hya karena dengan
digugurkannya akta hipotek, bank tersebut tidaki legmiliki kepastian
hukum atas pengembalian kredit yang diberikanRgsiko kerugian bank itu

tampak nyata jika mengingat bahwa kredit tersebuhbsalah.

Belajar dari kasus dalam Putusan MA No. 919/K/PDU02 yang telah

diuraian di atas, penulis memperoleh pemahaman d&lotaris sebagai pembuat

akta otentik, tidak hanya sebagai pejabat umum gapgt memberikan kepastian

dan tertib hukum tetapi lebih dari itu, berkeserapatintuk dapat memberikan

perlindungan hukum bagi masyarakat yang berhakdamerlukannya.
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Dapat dibayangkan, bagaimana Ny. Poniyah seoramgnpeian desa buta
huruf, harus kehilangan haknya dan berjuang sela#rtahun untuk sampai pada
kepastian hukum yang sangat diharapkannya. Iroajspytusan yang secara
hukum memenangkan pihaknya itu, tidak serta memyareg bersangkutan dapat
memperoleh haknya. la harus menunggu untuk waknhg ytadak ditentukan
dengan segala kemungkinan lain yang bisa terjagiukigan. Belum lagi, biaya-
biaya yang mungkin harus ia tanggung selama prosescari keadilan itu.
Seperti kata pepatah “tidak ada makan siang yamatjsgr sulit dibayangkan
bahwa pengacara yang membantunya selama prosesnhuiurni bertujuan
untuk membantu orang lemah seperti Ny. Poniyahsdémua terjadi, penyebab
utamanya adalah Notaris yang bukan saja tidak mekaioeperlindungan hukum
kepadanya tetapi sebaliknya telah melanggar kedarktatentuan yang wajib
dilakukan oleh Notaris dengan mana ketentuan-keaenitu antara lain bertujuan

untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam hubungannya dengan pemahaman di atas, atipah apabila
dimuat dalam buku “Jati Diri Notaris Indonesia; DulSekarang, dan di Masa
Datang” yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat lkatataris Indonesia (INI),
dalam rangka 100 Tahun INI. Pada halaman Bab &fieh 175-182) buku
tersebut menyatakan bahwa ada tiga nilai dasaaridaukses yaitu, Integritas,

Kualitas Hukum dan Kualitas Pelayanan.

Uraian tentang nilai-nilai itu kemudian ditarik l@g merah-nya yaitu;
pertama, sebagai pejabat umum yang diberikan kep&sao untuk mengemban
sebagian tugas Negara, Notaris tidak bisa menddamakegala cara untuk
mencapai kesuksesan profesionalnya; kedua, bagiridokecerdasan spiritual
aktualisasinya adalah kualitas hukum sedangkan ri#asan emosional
aktualisasinya adalah pelayanan. Terakhir, integritNotaris diukur dari
ketidakberpihakan, adil dan kepercayaan. Kualitakum diukur dari kualitas
akta Notaris yang diterbitkannya sedangkan kualpatayanan diukur dari

kualitas Notaris dalam melayani kliennya.
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